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ABSTRAK 
RISKAYANTI (B 111 12 044), Pooling Licensing dan Cross Licensing 
Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Praktik Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat (di bawah bimbingan Oky Deviany 
Burhamzah sebagai Pembimbing I dan Hasbir Paserangi sebagai 
Pembimbing II). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan, 
bentuk penegakan hukum, aturan, nomenklatur, pendekatan, ruang 
lingkup HKI, dan dampak dari pooling licensing dan cross licensing HKI 
dalam kerangka praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 
Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif, dimana penulis 
mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan didukung dengan 
bahan non hukum serta melalui studi kepustakaan yaitu pengkajian 
informasi mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan 
dipublikasikan secara luas, yang kemudian dianalisis secara preskripsi.  
Berdasarkan analisis hukum terhadap fakta dan bahan tersebut, maka 
penulis berkesimpulan bahwa (1) Kedudukan pooling licensing dan cross 
licensing HKI dalam kerangka praktik monopoli dan persaingan usaha 
tidak sehat adalah sebagai restrictive clause (gray clause) yakni klausul 
dalam perjanjian lisensi yang dapat mengakibatkan anti persaingan 
maupun pro persaingan pada kondisi-kondisi tertentu (bergantung pada 
dampaknya terhadap suatu aktivitas bisnis). Dikatakan bersifat anti 
persaingan karena klausul ini mengandung unsur kesepakatan 
eksklusif/perjanjian tertutup (perjanjian yang dilarang). Kemudian, 
dikatakan pro persaingan ketika klausul ini digunakan untuk 
mengefisiensikan kegiatan usaha. Sehingga, untuk menilai klausul ini 
adalah dengan melalui pendekatan rule of reason yakni dengan 
melakukan analisis terkait dampak perjanjian atau kegiatan usaha, guna 
menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat 
menghambat atau mendukung persaingan. (2) Bentuk penegakan hukum 
dari KPPU terhadap pelaku usaha yang melakukan pooling licensing dan 
cross licensing HKI yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat telah diatur dalam Peraturan KPPU No.1 
tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Kendati pun di 
Indonesia, sampai saat ini KPPU belum pernah menerima laporan dan 
atau menemukan perilaku pelaku usaha yang melakukan perjanjian yang 
menggunakan klausul pooling licensing dan cross licensing. Namun 
penanganan kasus terhadap perjanjian yang memuat klausul tersebut 
dimungkinkan dilakukan di KPPU dan menjadi kompetensi absolut yakni 
dengan melakukan pembatalan perjanjian (Pasal 47 ayat (2) huruf a) yang 
diikuti dengan penetapan ganti rugi (Pasal 47 ayat (2) huruf f) terhadap 
pelaku usaha yang dirugikan. Hal inipun juga berlaku di beberapa negara 
yang mengatur mengenai pooling licensing dan cross licensing. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Ekonomi dunia dewasa ini bergerak sangat dinamis, dengan 
globalisasi sebagai motor penggeraknya. Pelan tapi pasti, globalisasi telah 
menjadi pendorong utama bagi munculnya integrasi ekonomi dunia. 
Globalisasi juga telah membuka peluang yang lebih luas bagi negara 
sedang berkembang untuk meningkatkan volume perdagangan dengan 
melakukan ekspansi usaha ke pasar internasional.1 Masuknya Indonesia 
dalam komunitas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang diberlakukan 
sejak tanggal 1 Januari 2016 telah mendorong percepatan arus globalisasi 
dan perdagangan bebas dengan masuknya barang maupun jasa dari 
negara lain dan membanjiri pasar domestik. Pelaku usaha domestik kini 
harus berhadapan dengan pelaku usaha dari berbagai negara dalam 
suasana persaingan tidak sempurna.2 
Memerhatikan persaingan antar pelaku usaha yang bertambah 
ketat dan tidak sempurna (imperfect competition), maka nilai-nilai 
persaingan usaha yang sehat perlu mendapat perhatian lebih besar dalam 
sistem ekonomi Indonesia yang dibangun atas dasar demokrasi ekonomi  
yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana 
                                                          
1 Andi Fahmi Lubis (dkk), 2009, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, 
KPPU, Jakarta, hlm. ix. Diakses dari : http://www.kppu.go.id. (05 Januari 2015). 
2 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2015, Kompetisi: Siap Memenangi Pasar Tunggal 
ASEAN. Dikutip dalam Majalah Kompetisi KPPU, Edisi 51, hlm. 21. 
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yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945).3 
Dalam kehidupan sehari-hari, setiap pelaku usaha yang masuk 
dalam pasar akan melalui proses persaingan dimana produsen mencoba 
memperhitungkan cara untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan dalam 
upaya merebut pasar dan konsumen. Ketika keadaan ini dapat dicapai, 
maka produsen atau pelaku usaha tersebut akan berupaya untuk 
mempertahankan kondisi tersebut paling tidak tetap bertahan dengan 
pangsa pasar tertentu pada pasar bersangkutan.  
Sejalan dengan hal tersebut maka penegakan hukum persaingan 
merupakan suatu instrumen hukum yang sering digunakan untuk 
memastikan bahwa persaingan antar pelaku usaha berlangsung dengan 
sehat dan hasilnya dapat terukur berupa peningkatan kesejahteraan 
rakyat. Disamping itu, hukum persaingan juga digunakan dalam rangka 
mencapai tujuan ekonomi yang dilakukan melalui pengawasan proses 
mekanisme pasar serta ditujukan untuk menjaga kelangsungan proses 
kebebasan bersaing itu sendiri yang diselaraskan dengan freedom of 
trade (kebebasan berusaha), freedom of choice (kebebasan untuk 
memilih) dan access to market (terobosan memasuki pasar).4  
Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, persaingan 
usaha telah menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi 
                                                          
3 Demokrasi ekonomi merupakan sistem perekonomian nasional yang disusun sebagai 
usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan penyelenggaraan demokrasi 
ekonomi adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan 
jalannya roda perekonomian. Demokrasi ekonomi juga terkait erat dengan pengertian 
kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. (Khaelan, 2013, Negara Kebangsaan Pancasila-
Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 49.) 
4 Andi Fahmi Lubis (dkk), Op Cit, hlm. 218. 
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digulirkan. Hal ini ditunjukkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999). Undang-Undang ini merupakan 
tonggak bagi diakuinya persaingan usaha yang sehat sebagai pilar 
ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia yang hakikatnya bertujuan 
untuk meningkatkan efisiensi nasional melalui pengalokasian sumber 
daya dengan memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku 
usaha dan kepentingan umum.5 Selain itu, dengan berlakunya UU ini 
diharapkan dapat menjamin tercapainya iklim usaha yang kondusif bagi 
para pelaku usaha, sehingga nantinya dapat tercipta kesempatan 
berusaha yang lebih kompetitif. 
Pada umumnya kebijakan dalam hukum persaingan usaha 
dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan seperti adanya perlindungan 
terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perdagangan, perlindungan 
terhadap usaha kecil atau menengah serta kepentingan nasional terhadap 
perekonomian yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
Selain itu, hukum persaingan juga mengenal adanya pengecualian 
(exemption) untuk menegaskan bahwa suatu aturan hukum dinyatakan 
tidak berlaku bagi jenis pelaku tertentu ataupun perilaku/kegiatan tertentu. 
Pemberian pengecualian dalam hukum persaingan umumnya didasarkan 
pada beberapa pertimbangan, antara lain (a) adanya instruksi atau 
perintah dari UUD NRI 1945; (b) adanya instruksi atau perintah dari UU 
                                                          
5 Lihat Pasal 2, Bab II Asas dan Tujuan, UU No. 5 tahun 1999. 
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ataupun peraturan perundangan lainnya; serta (c) instruksi atau 
pengaturan berdasarkan regulasi suatu badan administrasi.6 
Pengecualian dari diberlakukannya aturan hukum persaingan dapat 
ditemukan dalam berbagai bentuk. Salah satu diantaranya adalah 
pengecualian atas dasar perjanjian seperti perjanjian lisensi HKI. 
Sebagaimana diketahui, HKI merupakan suatu bentuk kemampuan 
intelektual manusia, karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, 
ataupun teknologi yang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui 
kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta, rasa dan karsanya. Karya-
karya intelektual tersebut, dilahirkan dengan pengorbanan, menjadikan 
karya yang dihasilkan menjadi bernilai. Apalagi dengan manfaat ekonomi 
yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan 
konsep kekayaan (property) terhadap karya-karya intelektual itu, bagi 
dunia usaha karya-karya itu dikatakan sebagai assets perusahaan.7 
Di satu sisi, lisensi merupakan suatu bentuk pemberian hak yang 
melahirkan suatu perjanjian, yang dapat berupa hak eksklusif maupun 
non-eksklusif.8 Sebagai suatu perjanjian, pemberian lisensi ini 
memberikan hak kepada pemberi lisensi atas kontra prestasi dari 
penerima lisensi yang berupa royalti serta wajib menjaga keutuhannya. 
Dapat dikatakan juga bahwa dengan lisensi, terjadi suatu penyerahan hak 
kepada pihak lain untuk memanfaatkan HKI yang dilindungi dengan 
mendapatkan keuntungan yang ekonomis, baik membuat, menggunakan 
                                                          
6 Andi Fahmi Lubis (dkk), Op Cit, hlm. 219. 
7 Suyud Margono, 2009, Hukum Anti Minopoli, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 
hlm. 171-172. 
8 Eddy Damian, 2005, Hukum Hak Cipta, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, PT Alumni, 
Bandung, hlm 221. 
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dan/atau menjual barang yang ada di bawah lisensi tersebut dengan 
membayar royalti.  
Pengecualian HKI dalam hukum persaingan di satu sisi dipandang 
berposisi saling bertentangan (saling beroposisi) satu sama lain. Adanya 
hak eksklusif bagi pemegang hak untuk melisensikan karyanya kepada 
pihak lain dipandang dapat menjadi jalan menguasai pasar bagi pihak 
yang mendapatkan lisensi tetapi tidak merupakan pelanggaran UU.9 
Namun, di sisi lain dipandang pula keduanya bersifat komplementer atau 
saling mengisi untuk keharmonisan sistem hukum itu sendiri yakni untuk 
meningkatkan efisiensi dan memajukan sistem perekonomian.10  
  Secara gamblang, pengaturan pengecualian perjanjian yang 
berkaitan dengan HKI diatur dalam Pasal 50 huruf b, Bab IX, UU No. 5 
Tahun 1999, yang berisi pengecualian terhadap lisensi, paten, merek 
dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian eletronik terpadu, 
dan rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. 
Hak-hak tersebut merupakan hak eksklusif untuk memonopoli 
pemakaiannya yang diberikan oleh negara kepada pemilik terdaftar 
(pemegang hak) untuk jangka waktu tertentu, pemilik berhak untuk 
melakukan monopoli pada penggunaannya. Hal ini kemudian diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
Republik Indonesia No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Ketentuan Pasal 50 Huruf b UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan 
                                                          
9 Andi Fahmi Lubis (dkk), Op Cit, hlm. 230. 
10 Lihat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia No. 
2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf b UU No. 5 
tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 
1. 
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Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Peraturan KPPU 
No. 2 Tahun 2009).  
 Dalam konteks pengecualian perjanjian lisensi HKI, dikenal adanya  
penghimpunan lisensi (pooling licensing) dan lisensi silang (cross 
licensing).11 Pooling licensing merupakan tindakan para pelaku usaha 
untuk saling bekerjasama dengan para mitra usahanya untuk 
menghimpun lisensi HKI terkait komponen produk tertentu. Sedangkan, 
cross licensing merupakan tindakan saling melisensikan HKI antar para 
pelaku usaha dengan mitranya, biasanya hal tersebut dilakukan dalam 
kegiatan Research and Development (R&D). Dengan melakukan pooling 
licensing dan/atau cross licensing para pelaku usaha dapat 
mengefisiensikan kegiatan usahanya yang pada akhirnya membuat 
produk yang dihasilkan menjadi lebih murah.12  
 Dalam instrumen hukum nasional, pooling licensing dan cross 
licensing hanya diatur secara terbatas yakni hanya diatur dalam Peraturan 
KPPU No. 2 Tahun 2009. Untuk melihat pengaturan jenis klausul ini 
secara rinci terdapat dalam beberapa instrumen hukum internasional 
yakni dalam (1) Federal Trade Commission Act yakni  Antitrust Guidelines 
for the Licensing of Intellectual Property dan United States Guidelines on 
Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting 
Innovation and Competition yang dikeluarkan oleh U.S. Department of 
Justice and Federal Trade Commission (FTC), (2) Rome Treaty dan 
                                                          
11 Dalam Peraturan KPPU No. 2 tahun 2009, KPPU menggunakan nomenklatur “klausul” 
pada pooling licensing dan cross licensing yang terdapat dalam perjanjian lisensi. 
Meskipun di beberapa negara, menggunakan nomenklatur “perjanjian”. 
12 Ibid, hlm  13.  
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European Competition Rules on Intellectual Property Licensing yakni The 
Technology Transfer Block Exemption Regulation (TTBER), (3)  Japan 
Guidelines for the Use of Intellectual Property Under the Antimonopoly Act 
dan The Antimonopoly Act Guidelines Concerning Joint Research and 
Development (R&D) oleh Japan Fair Trade Commission (JFTC). 
 Pada dasarnya, pemberian lisensi HKI dengan klausul pooling 
licensing dan cross licensing bertujuan untuk mengefisiensikan kegiatan 
usaha para pelaku usaha. Namun, di satu sisi klausul pooling licensing 
dan cross licensing sering dianggap bersifat paradoks karena klausul ini 
dikategorikan sebagai salah satu klausul yang mengandung unsur 
kesepakatan eksklusif (exclusive dealing) sehingga para pelaku usaha 
yang melakukan perjanjian dengan klausul ini umumnya akan menguasai 
pasar dengan cara-cara yang tidak baik, mengumpulkan ataupun saling 
melisensikan berbagai macam HKI yang dimilikinya. Hal ini tentunya akan 
bertentangan dengan hukum persaingan usaha yang berupaya mengatur 
agar perilaku para pelaku usaha terhadap HKI tetap berada pada 
persaingan yang sehat, seimbang dan tidak dieksploitasi. 
Dalam tataran praktis dilema yang seringkali terjadi adalah ketika 
ada pelaku usaha yang berhasil menguasai pasar secara dominan yang 
mengakibatkan produsen atau pelaku usaha lain menjadi terhambat 
masuk ke pasar (barrier to entry). Tidak dapat dipungkiri bahwa 
pemberian pengecualian perjanjian lisensi HKI secara langsung telah 
melahirkan suatu kegiatan yang bersifat monopoli. Apalagi terhadap 
pemberian lisensi oleh pemegang HKI secara eksklusif kepada pihak 
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lain13 yang memuat klausul pooling licensing dan cross licensing. Apabila 
keeksklusifan HKI tersebut justru digunakan untuk menghambat 
persaingan, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan 
melawan hukum, bertentangan dengan perjanjian, peraturan perundang-
undangan termasuk UU Persaingan Usaha. Dengan kata lain, adanya 
pengecualian dalam UU Persaingan Usaha terhadap segala aktivitas yang 
berkaitan dengan HKI termasuk perjanjian lisensi yang mengandung 
klausul pooling licensing dan cross licensing, menjadikan pemegang 
lisensi mempunyai hak monopoli sebagaimana pemegang HKI. Hal ini 
mengakibatkan terjadinya monopoli atas suatu produk HKI dan 
menghambat pihak lain untuk masuk ke dalam suatu pasar bersama, yang 
berakibat terhadap harga atas produk tersebut.14 
Bila kondisi ini terjadi maka efeknya adalah penggunaan sumber 
daya yang tidak efektif dan bahkan mampu mengakibatkan pasar 
terdistorsi.15 Dalam konteks pooling licensing dan cross licensing maka hal 
yang perlu dianalisis adalah mengenai ada tidaknya sifat anti persaingan 
dalam klausul yang terkait dengan perjanjian lisensi tersebut yang 
dipandang mengandung unsur kesepakatan eksklusif (exclusive dealing). 
Berdasarkan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2009, untuk 
mengetahui apakah pooling licensing dan cross licensing bersifat anti 
persaingan usaha atau tidak maka perjanjian lisensi dengan klausul 
                                                          
13  Gunawan Widjaja, 2003, Seri Hukum Bisnis (Lisensi), Cetakan Kedua, PT Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 108. 
14 Oky Deviany Burhamzah, 2009, Lisensi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif 
Hukum Persaingan Usaha, Disertasi, Program Pascasarjana. Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, hlm. 14. 
15 Ibid. 
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tersebut harus mengindikasikan adanya pembuatan produksi atau 
pemasaran terhadap suatu produk dikuasai secara dominan oleh suatu 
pelaku usaha, sehingga pelaku usaha lain sulit untuk bersaing secara 
efektif, maka klausul tersebut dapat dipandang sebagai klausul yang jelas 
bersifat eksklusif dan anti persaingan usaha.16  
Selain itu, lebih rinci dalam Antitrust Guidelines for the Licensing of 
Intellectual Property dan United States Guidelines on Antitrust 
Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and 
Competition yang dikeluarkan oleh U.S. Department of Justice and 
Federal Trade Commission17 menentukan bahwa terhadap cross licensing 
dan pooling arrangement, bisa saja menimbulkan akibat yang membatasi 
persaingan dengan cara membangun hambatan-hambatan dalam 
perdagangan, melakukan kolusi pengaturan, membatasi harga dan 
barang, sehingga menyulitkan kompetitor lain di luar perjanjian tersebut 
untuk memasuki pasar karena batasan-batasan tersebut mungkin saja 
diciptakan oleh pemberi ataupun pemegang lisensi dengan tujuan untuk 
menguasai pasar tetapi dengan dalih menggunakan hak monopoli yang 
diberikan. 
                                                          
16 Peraturan KPPU No. 2 tahun 2009, Loc Cit. 
17 U.S Department of Justice and The Federal Trade Commission, 1995, Antitrust 
Guidelines for the Licensing of Intellectual Property. p. 27-29 (http:/www.wipo.int) jo 
Federal Trade Commission, 2007, Chapter 3: Antitrust Enforcement and Intellectual 
Property Rights: Promoting Innovation and Competition Guidelines, p. 62-64. 
(http://www.ftc.gov) (05 Januari 2016). 
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 Selain itu, berdasarkan Japan Guidelines for the Use of Intellectual 
Property Under the Antimonopoly Act,18 hal yang perlu diwaspadai adalah 
apabila dalam cross licensing terdapat klausul penetapan syarat 
(restrictive clause) yang membatasi dan mencegah pemberian lisensi, 
klausul yang menetapkan harga, kuantitas dan konsumen dalam 
pemberian lisensi, serta menolak pemberian lisensi kepada pelaku usaha 
baru tanpa alasan yang jelas. Bahkan dalam European Competition Rules 
on Intellectual Property Licensing seperti dalam The Technology Transfer 
Block Exemption Regulation (TTBER), cross licensing merupakan 
perjanjian yang kurang menguntungkan dari perspektif persaingan usaha 
karena teknologi mengalir satu arah saja.19 
 Pandangan terkait pooling licensing dan cross licensing haruslah 
dimaknai secara lebih kritis mengingat bahwa klausul dalam perjanjian 
lisensi ini secara tegas telah digolongkan sebagai salah satu bentuk 
kesepakatan eksklusif yang berpotensi dan paling mudah diidentifikasi 
bersifat anti persaingan. Bukan hanya di Indonesia, namun juga di negara-
negara lain. Kendati pun, di Indonesia masih diatur secara terbatas 
dengan kondisi-kondisi tertentu, serta dalam tataran praktis kasus 
terhadap lisensi belum pernah terjadi di Indonesia. Namun, hal tersebut 
bukanlah suatu pengecualian atas dampak kedepannya terhadap 
Indonesia. Kebutuhan fungsi hukum untuk meramalkan (predictability) 
                                                          
18 Japan Fair Trade Commission, 2005, Guidelines for the Use of Intellectual Property 
Under the Antimonopoly Act, p. 16. Diakses dari: 
http:/www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/imonopoly_guidelines.html (05 Januari 2016). 
19 Slaughter and May, 2010, The EU Competition Rules on Intellectual Property Licensing 
(A Guide to the European Commission’s Technology Transfer Block Exemption 
Regulation),p.12. Diaksesdari:http://www.slaughterandmay.com. pdf (15 April 2016). 
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akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi 
negeri20 adalah suatu tindakan yang seharusnya dilakukan. Di negara lain, 
telah banyak kasus pooling licensing dan cross licensing yang terjadi 
bahkan cara dalam melakukannya pun semakin berkembang dengan 
majunya persaingan usaha di negara-negara tersebut. Hal ini tentunya 
akan menimbulkan berbagai implikasi. Salah satu implikasi yuridis yang 
kemudian muncul adalah terhadap kedudukannya sebagai klausul dalam 
perjanjian lisensi yang mengandung unsur kesepakatan eksklusif serta 
bentuk penegakan hukum oleh KPPU terhadap pelaku usaha yang 
melakukan perjanjian lisensi dengan klausul pooling licensing dan cross 
licensing HKI yang dapat mengakibatkan anti persaingan. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan 
dua rumusan masalah, yaitu: 
1. Bagaimanakah kedudukan pooling licensing dan cross licensing hak 
kekayaan intelektual dalam kerangka praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat? 
2. Bagaimanakah bentuk penegakan hukum dari KPPU terhadap pelaku 
usaha yang melakukan pooling licensing dan cross licensing hak 
kekayaan intelektual yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat? 
 
                                                          
20 Hermansyah, 2009, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Edisi 
Pertama, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 5. 
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C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui kedudukan pooling licensing dan cross licensing 
hak kekayaan intelektual dalam kerangka praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat serta untuk mengetahui bentuk 
penegakan hukum dari KPPU terhadap pelaku usaha yang melakukan 
pooling licensing dan cross licensing hak kekayaan intelektual yang 
dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak 
sehat. 
2. Untuk mengetahui perbandingan hukum seperti pada aturan, 
nomenklatur, pendekatan, ruang lingkup HKI, dan dampak dari suatu 
perjanjian lisensi yang memuat klausul pooling licensing dan cross 
licensing di berbagai negara (baik di Indonesia, maupun Amerika, 
Eropa, dan Jepang). 
D. Manfaat Penelitian 
1. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bahan kajian untuk 
mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis dan sistematis 
dalam mengetahui kedudukan serta bentuk penegakan hukum dari 
KPPU pada pooling licensing dan cross licensing HKI yang dapat 
menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 
2. Manfaat secara praktis dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat 
menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta pemahaman dan 
sebagai bahan masukan yang berguna bagi pembaca khususnya di 
bidang hukum hak kekayaan intelektual dan hukum persaingan usaha. 
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E. Orisinalitas Penelitian 
1. Tesis, Maria Edietha, 2010, Perjanjian lisensi Patent Pooling Terkait 
Aspek Hukum Persaingan Usaha. Tesis ilmu hukum ini berhasil 
dipertahankan pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana 
Universitas Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai lisensi 
patent pooling yang berpotensi untuk menciptakan keadaan pasar 
yang bersaing dengan tidak kompetitif sehingga dapat melanggar 
ketentuan dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian yang 
dilakukan tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis. Penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang 
klausul pooling licensing dan cross licensing HKI dalam kerangka 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Inti 
perbedaannya terdapat pada objek penelitian di mana  patent pool 
hanyalah merupakan salah satu bagian dari pooling licensing HKI. 
2. Disertasi, Oky Deviany Burhamzah, 2009, Lisensi Hak Kekayaan 
Intelektual Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Disertasi ilmu 
hukum ini berhasil dipertahankan pada Fakultas Hukum Program 
Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Penelitian ini membahas 
tentang perjanjian lisensi atas HKI yang berpotensi menimbulkan 
hambatan dalam persaingan usaha khususnya terhadap proses alih 
teknologi dan kegiatan impor paralel. Penelitian yang dilakukan 
tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang klausul 
14 
 
pooling licensing dan cross licensing yang umumnya terdapat dalam 
perjanjian lisensi HKI. Pada dasarnya, objek yang dikaji adalah 
berbeda, karena pada disertasi tersebut membahas perjanjian lisensi 
secara umum sedangkan penulis dalam skripsi ini membahas 
mengenai klausul atau unsur dalam perjanjian lisensi HKI yang mana 
klausul tersebut bersifat membatasi pelaku usaha lain untuk masuk ke 
pasar karena digolongkan sebagai klausul yang mengandung unsur 
kesepakatan eksklusif sebagaimana secara tegas telah diatur dalam 
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 tahun 2009. 
Namun, tidak dapat dipungkiri, bahwa klausul tersebut juga di satu sisi 
memberikan manfaat bagi para pelaku usaha. Selain itu, pada 
disertasi tersebut dibahas secara lebih khusus dalam cakupan proses 
alih teknologi dan kegiatan impor paralel sedangkan penulis mengkaji 
klausul pooling dan cross licensing dalam cakupan yang lebih umum. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 
Dalam era perdagangan bebas, masalah Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI) semakin menjadi perhatian bangsa-bangsa di dunia. Masalahnya 
sederhana, globalisasi ekonomi dan khususnya globalisasi perdagangan 
berarti pula globalisasi HKI yang memadai semakin menjadi kebutuhan 
penting, baik dalam kerangka hubungan perdagangan internasional 
maupun dalam meningkatkan pembangunan ekonomi nasional.21 
Hak Kekayaan Intelektual merupakan issue baru dalam 
perekonomian internasional, yang tertuang dalam Trade Related Aspects 
of Intellectual Property Rights (TRIPs), sebagai hasil putaran Uruguay, 
yang diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1994. Hal 
baru selain TRIPs, Trade Related Investmen Measure (TRIMs) dan 
General Agreement on Trade and Service (GATS) dalam persetujuan 
Marakesh adalah pembentukan World Trade Organization (WTO) sebagai 
pengganti atau penerus General Agreement on Trade and Tariff (GATT). 
Dengan menjadi anggota WTO, diharapkan Indonesia dapat membuka 
peluang pasar internasional yang lebih luas, sekaligus tersedia 
                                                          
21 Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, 2011, Hak Kekayaan Intelektual (Perlindungan 
Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan 
Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonesia), Rabbani Press, Jakarta, hlm. 2. 
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mekanisme perlindungan multilateral yang lebih baik demi kepentingan 
nasional dalam perdagangan internasional.22 
Di Indonesia secara nasional, sistem HKI modern dimulai dengan 
diratifikasinya Konvensi WTO. Ratifikasi ini diikuti dengan berbagai 
langkah penyesuaian. Salah satu langkah strategis dalam rangkaian 
penyesuaian yaitu dalam hal legislasi dan konvensi internasional. 
Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO harus merevisi atau 
mengubah peraturan perundang-undangan yang telah ada di bidang HKI 
dan mempersiapkan peraturan perundang-undangan baru untuk bidang 
HKI, dan juga mempersiapkan penyertaan Indonesia dalam konvensi-
konvensi internasional.23 
Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO), Hak 
Kekayaan Intelektual24 adalah ciptaan yang dihasilkan melalui 
kemampuan intelektual “creation of mind”, yaitu penemuan, karya tulis, 
dan karya-karya yang bersifat artistik, simbol, nama, gambar, dan desain 
yang digunakan dalam kegiatan perdagangan.25  
Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu 
benda yang bersumber dari hasil kerja otak. Menurut OK. Saidin, HKI 
                                                          
22 Endang Purwaningsih, 2015, Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Hukum Paten), 
CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 87. 
23 Oky Deviany Burhamzah, 2009, Lisensi Paten dan Hukum Persaingan Usaha, Pustaka 
Pena Press, Makassar, hlm. 9.  
24 Pada penelitian ini, penulis tetap menggunakan nomenklatur HKI, karena walaupun 
pada tahun 2015, telah terjadi perubahan nomenklatur yang semula adalah Hak Cipta, 
Paten dan Merek (HCPM), kemudian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menjadi Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI) yang kemudian telah diubah menjadi Kekayaan Intelektual 
(KI) sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 
2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM. Namun, menurut hemat penulis bahwa 
kekayaan intelektual tetap merupakan benda tidak berwujud yang di dalamnya selalu 
melekat hak yang diatur oleh norma-norma maupun hukum yang berlaku. 
25 Oky Deviany Burhamzah, 2015, Prinsip-Prinsip Hukum Hak Kekayaan Intelektual 
Dalam Lisensi Paten, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 11-12. 
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adalah suatu hak kebendaan dimana hak atas sesuatu benda yang 
bersumber dari hasil kerja otak yaitu hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan 
rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda yang 
immateriel, yaitu tidak berwujud. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan 
sebagai intelektualitas.26 
Pengertian lain mengenai HKI adalah hak eksklusif yang diberikan 
kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya intelektualnya yang 
diakui dan terdaftar secara resmi menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Apapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu 
dihubungkan dengan tiga aspek penting, yaitu : 
a. Adanya sebuah hak ekslusif yang diberikan oleh hukum. 
b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan 
pada kemampuan intelektual. 
c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi. 
Upaya untuk melindungi HKI menjadi hal penting bagi negara-
negara di dunia saat ini. Adanya perlindungan hukum seperti itu 
dimaksudkan agar pemegang hak dapat menggunakan atau 
mengeksploitasi kekayaan tadi dengan aman. Pada gilirannya, rasa aman 
itulah yang kemudian menciptakan iklim atau suasana yang 
memungkinkan orang dapat berkarya, guna menghasilkan ciptaan atau 
temuan berikutnya. Sebaliknya, dengan perlindungan hukum pula, 
pemegang hak diminta untuk mengungkap jenis, bentuk dan cara kerja 
serta manfaat dari kekayaan itu. Ia dapat aman dengan 
                                                          
26 H. OK. Saidin, 2010, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property 
Rights), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9-10. 
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mengungkapkannya (discloses) karena adanya jaminan perlindungan 
hukum, serta masyarakat dapat ikut menikmati atau menggunakan atas 
dasar izin atau bahkan mengembangkan secara lebih lanjut.27 
2. Ruang Lingkup HKI 
a. Hak Cipta 
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara 
otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan 
diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.28 
 
b. Merek  
Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-
huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-
unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan 
dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.29 
 
c. Paten  
Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara 
kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang 
untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya 
tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain 
untuk melaksanakannya.30 
 
d. Perlindungan Varietas Tanaman  
Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT,   
adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam 
hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan 
oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas 
tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan 
pemuliaan tanaman.31 
 
 
                                                          
27 Suyud Margono, Op Cit, hlm. 174. 
28 Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 28 tahun 2014. 
29 Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 15 tahun 2001. 
30 Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 14 tahun 2001. 
31 Lihat pasal 1 angka 1 UU No. 29 tahun 2000. 
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e. Rahasia Dagang  
Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh 
umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai 
ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga 
kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.32 
 
f. Desain Industri  
Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, 
atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau 
gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua 
dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan 
dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai 
untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, 
atau kerajinan tangan.33 
g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu  
Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau 
setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan 
sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen 
aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta 
dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor 
yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain 
Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga 
dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari 
elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua 
interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga 
dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit 
Terpadu.34 
B. Lisensi  
1. Lisensi Sebagai Salah Satu Bentuk Perjanjian HKI 
Lisensi berasal dari kata licentia (latin)35 dan license (inggris) yang 
berarti izin. Pengertian yang terkandung di dalamnya yakni “memberikan 
                                                          
32 Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 30 tahun 2000. 
33 Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 31 tahun 2000. 
34 Lihat Pasal 1 angka 1 dan 2 UU No. 32 tahun 2000. 
35 Roeslan Saleh, 1991, Seluk Beluk Praktis Lisensi, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 
Jakarta, hlm. 11. 
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kebebasan atau izin kepada orang untuk menggunakan sesuatu yang 
sebelumnya tidak boleh digunakan”.  
Berdasarkan Black’s Law Dictionary, lisensi ditentukan sebagai; 
  The permission by competent authority to do an act which, without 
such permission would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise 
would not be allowable.The sale of a license permitting the use of 
patents, trademarks, or other technology to another firm. 36(Suatu 
bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau 
perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam 
bentuk izin, tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau 
perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, 
yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum. 
Pemberian lisensi memungkinkan penggunaan paten, merek 
dagang, atau teknologi lainnya ke perusahaan lain). 
 
 Lisensi merupakan privilege yang bersifat komersial, dalam arti 
kata memberikan hak dan kewenangan untuk memanfaatkan paten 
maupun merek dagang atau teknologi yang dilindungi secara ekonomis.37 
Selain itu, pemberian lisensi biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian 
tertulis (kontrak) dari pemberi lisensi dan penerima lisensi38. Perjanjian ini 
dapat memberikan perlindungan para pihak yang berjanji dalam kerangka 
hukum kontrak sehingga dapat mengakomodir kepentingan para pihak 
dalam suatu kontrak. Kontrak sebagai basis dalam transaksi bisnis 
semakin penting ketika suatu pihak akan menjalin transaksi bisnis dengan 
pihak lain yang belum dikenal dan baik berada di dalam dan luar negeri. 
Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUH Perdata) menentukan bahwa suatu perjanjian adalah suatu 
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
                                                          
36Gunawan Widjaja, 2002, Seri Hukum Bisnis Lisensi atau Waralaba (Suatu Panduan 
Praktis), Edisi Pertama, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 3. 
37 Gunawan Widjaja, 2003, Seri Hukum Bisnis (Lisensi), Op Cit , hlm. 8. 
38 Ibid, hlm. 9. 
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terhadap satu orang lain atau lebih”.39 Subekti menyatakan bahwa suatu 
perjanjian adalah suatu peristiwa, di mana seorang berjanji kepada orang 
lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu 
hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut 
yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan 
antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu 
berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau 
kesanggupan yang diucapkan atau secara ditulis. Secara khusus, dalam 
UU No. 5 tahun 1999 diatur mengenai perjanjian yakni “suatu perbuatan 
satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau 
lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak 
tertulis”. Kemudian sebagai suatu perjanjian, lisensi menurut Betsy-Ann 
Toffler dan Jane Imber, diartikan sebagai “Contractual agreement between 
two businesses entities in which licensor permits the licensee to use a 
brand name, patent, or other property rights, in exchange for a fee or 
royalty”.40 (Perjanjian kontraktual antara dua pelaku usaha dimana lisensi 
tersebut memungkinkan penerima lisensi untuk menggunakan nama, 
paten, atau hak milik lainnya, dengan adanya suatu biaya atau royalti). 
Lebih lanjut lisensi diartikan sebagai suatu bentuk pemberian izin 
untuk memanfaatkan suatu HKI, yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi 
kepada penerima lisensi, agar penerima lisensi dapat melakukan suatu 
bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan 
                                                          
39 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, KItab Undang-Undang Hukum Perdata 
Terjemahan, Cetakan Ketiga Puluh Lima, Pradnya Paramita, Jakarta. 
40 Oky Deviany Burhamzah, 2015, Prinsip-Prinsip Hukum Hak Kekayaan Intelektual 
Dalam Lisensi Paten, Op Cit, hlm.115. 
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(know how) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, 
menjual ataupun memasarkan barang (berwujud) tertentu, maupun yang 
akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan 
mempergunakan HKI yang dilisensikan tersebut.41 Lisensi pada prinsipnya 
adalah pemberian izin untuk menggunakan manfaat ekonomis dari HKI, 
untuk jangka waktu tertentu, biasanya tidak melebihi jangka waktu 
perlindungan HKI dengan konsekuensi pembayaran royalti kepada 
pemegang hak. 
Kemudian berdasarkan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2009 
menentukan bahwa :  
Perjanjian lisensi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, 
yang mana satu pihak yaitu pemegang hak bertindak sebagai 
pihak yang memberikan lisensi, sedangkan pihak yang lain 
bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi. Pengertian lisensi 
itu sendiri adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu 
objek yang dilindungi HKI untuk jangka waktu tertentu. Sebagai 
imbalan atas pemberian lisensi tersebut, penerima lisensi wajib 
membayar royalti dalam jumlah tertentu dan untuk jangka waktu 
tertentu. Mengingat hak ekonomis yang terkandung dalam setiap 
hak eksklusif adalah banyak macamnya, maka perjanjian lisensi 
pun dapat memiliki banyak variasi. Ada perjanjian lisensi yang 
memberikan izin kepada penerima lisensi untuk menikmati seluruh 
hak eksklusif yang ada, tetapi ada pula perjanjian lisensi yang 
hanya memberikan izin untuk sebagian hak eksklusif saja, 
misalnya lisensi untuk produksi saja, atau lisensi untuk penjualan 
saja.42 
 
Pihak yang memberikan lisensi disebut dengan nama licensor atau 
pemberi lisensi, dan pihak yang menerima lisensi disebut dengan nama 
licensee atau penerima lisensi. Dalam Black’s Law Dictionary, definisi dari 
licensor adalah “The person who gives or grants a license”, (orang yang 
                                                          
41 Gunawan Widjaja, 2003, Seri Hukum Bisnis (Lisensi), Op Cit, hlm. 139. 
42Peraturan KPPU No. 2 tahun 2009, Op Cit, hlm. 9. 
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memberi atau memberikan lisensi) dan licensee adalah “Person to whom 
a license has ben granted”.(orang yang telah diberikan izin). 43 
Perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi 
berfungsi sebagai dan merupakan bukti pemberian izin dari pemberi 
lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten 
atau hak milik lainnya.44 Pemberian hak untuk memanfaatkan HKI ini 
disertai dengan imbalan dalam bentuk pembayaran royalti oleh penerima 
lisensi kepada pemberi lisensi.45 Rumusan tersebut melihat dua sisi 
keuntungan yang diperoleh baik dari sisi pemberi lisensi maupun 
penerima lisensi. Bagi pemberi lisensi, dikatakan bahwa lisensi 
memungkinkan pemberi memeroleh manfaat dari keahlian, modal dan 
kemampuan penerima lisensi, sebagai mitra usaha yang mengembangkan 
usaha yang dimiliki oleh pemberi lisensi. Selanjutnya penerima lisensi 
dapat memanfaatkan nama besar pemberi lisensi serta HKI dan 
kreativitas pemberi lisensi, tanpa penerima lisensi sendiri harus 
mengembangkan dari awal, sehingga diharapkan dapat terciptanya 
sebuah sinergi. 
Pemberian lisensi kepada pihak lain harus dituangkan dalam 
bentuk perjanjian lisensi, dan setiap pelepasan hak dengan perjanjian 
harus dituangkan dalam bentuk akta perjanjian. Jadi tidak boleh dilakukan 
secara lisan.46 Melihat dari runtutan proses pencatatannya, maka akta 
yang dimaksudkan adalah akta autentik, bukan akta bawah tangan. 
                                                          
43 Gunawan Widjaja, 2003, Seri Hukum Bisnis (Lisensi), Op Cit, hlm 8. 
44 Peraturan KPPU No. 2 tahun 2009, Loc Cit. 
45 Ibid, hlm 10. 
46 H. OK. Saidin, 2010, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property 
Rights), Op Cit, hlm. 384.  
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Alasannya karena pencatatannya dalam daftar umum serta diumumkan 
dalam berita resmi yang dimaksudkan untuk memberikan status kepastian 
hukum yang kuat. Untuk itu haruslah didasarkan kepada alas hak (rechts 
tittle) yang kuat juga.47 
Perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis dan harus 
ditandatangani oleh kedua pihak. Perjanjian lisensi sekurang-kurangnya 
memuat informasi tentang:48 
a) tanggal, bulan, tahun dan tempat dibuatnya perjanjian lisensi; 
b) nama dan alamat lengkap serta tanda tangan para pihak yang 
mengadakan perjanjian lisensi; 
c) objek perjanjian lisensi; 
d) jangka waktu perjanjian lisensi; 
e) dapat atau tidaknya jangka waktu perjanjian lisensi diperpanjang; 
f) pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak ekslusif; 
g) jumlah royalti dan pembayarannya; 
h) dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih 
lanjut kepada pihak ketiga; 
i) batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan; 
dan; 
j) dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya 
yang telah dilisensikan. 
Kemudian setelah lisensi tersebut diberikan kepada orang lain, 
maka pemegang hak tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi 
                                                          
47 Ibid. 
48 Peraturan KPPU No. 2 tahun 2009, Op Cit, hlm. 9. 
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lisensi berikutnya kepada pihak ketiga lainnya, kecuali jika diperjanjikan 
lain. Artinya jika telah diperjanjikan bahwa pemegang hak setelah 
pemberian lisensi itu tidak menggunakan sendiri dan akan memberikan 
lisensi berikutnya kepada orang lain, maka ia harus mematuhinya. Dalam 
perjanjian lisensi pun dapat pula diperjanjikan bahwa penerima lisensi 
boleh memberikan lisensi kepada orang lain.49 
Pemberi lisensi berkewajiban untuk:50 
a. Memberikan segala macam informasi yang berhubungan dengan 
hak kekayaan intelektual yang dilisensikan, yang diperlukan oleh 
penerima lisensi untuk melaksanakan lisensi yang diberikan 
tersebut. 
b. Memberikan bantuan pada penerima lisensi mengenai cara 
pemanfaatan dan atau penggunaan hak kekayaan intelektual yang 
dilisensikan tersebut. 
 
Pemberi lisensi berhak untuk:51 
a. Melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan dan penggunaan 
dan atau pemanfaatan lisensi oleh penerima lisensi. 
b. Memeroleh laporan-laporan secara berkala atas jalannya kegiatan 
usaha penerima lisensi yang mempergunakan hak kekayaan 
intelektual yang dilisensikan tersebut. 
c. Melaksanakan inspeksi pada daerah kerja penerima lisensi guna 
memastikan bahwa hak kekayaan intelektual yang dilisensikan 
telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
d. Mewajibkan penerima lisensi dalam hal-hal tertentu untuk membeli 
barang modal dan atau barang-barang lainnya dari pemberi 
lisensi. 
e. Mewajibkan penerima lisensi untuk menjaga kerahasiaan hak 
kekayaan intelektual yang dilisensikan. 
f. Mewajibkan agar penerima lisensi tidak melakukan kegiatan yang 
sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak 
langsung dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha 
yang mempergunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan. 
g. Menerima pembayaran royalti dalam bentuk, jenis, dan jumlah 
yang dianggap layak olehnya. 
                                                          
49 H. OK. Saidin, 2010, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property 
Rights), Loc Cit. 
50 Gunawan Widjaja, 2002, Seri Hukum Bisnis Lisensi Atau Waralaba (Suatu Panduan 
Praktis), Op Cit, hlm. 77. 
51 Ibid. 
26 
 
h. Melakukan pendaftaran atas lisensi yang diberikan kepada 
penerima lisensi. 
i. Atas pengakhiran lisensi, meminta kepada penerima lisensi untuk 
mengendalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang 
diperoleh penerima lisensi selama masa pelaksanaan lisensi. 
j. Atas pengakhiran lisensi, melarang penerima lisensi untuk 
memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi maupun 
keterangan yang diperoleh oleh penerima lisensi selama masa 
pelaksanaan lisensi. 
k. Atas pengakhiran lisensi, melarang penerima lisensi untuk tetap 
melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang secara 
langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan 
dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual yang 
dilisensikan. 
 
 Kewajiban penerima lisensi adalah52: 
a. Melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan oleh pemberi 
lisensi kepadanya guna melaksanakan hak kekayaan intelektual 
yang dilisensikan tersebut. 
b. Memberikan keleluasaan bagi pemberi lisensi untuk melakukan 
pengawasan maupun inspeksi berkala maupun secara tiba-tiba, 
guna memastikan bahwa penerima lisensi telah melaksanakan 
hak kekayaan intelektual yang dilisensikan dengan baik. 
c. Memberikan laporan-laporan baik secara berkala maupun atas 
permintaan khusus dari pemberi lisensi. 
d. Membeli barang modal tertentu ataupun barang-barang tertentu 
lainnya dalam rangka pelaksanaan lisensi dari pemberi lisensi. 
e. Menjaga kerahasiaan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan, 
baik selama maupun setelah berakhirnya masa pemberian lisensi. 
f. Melaporkan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang 
ditemukan dalam praktik. 
g. Tidak memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan 
selain dengan tujuan untuk melaksanakan lisensi yang diberikan. 
h. Melakukan pendaftaran lisensi bagi kepentingan pemberi lisensi 
dan jalannya pemberian lisensi tersebut. 
i. Tidak melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun secara 
langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan 
dengan kegiatan usaha yang mempergunakan hak kekayaan 
intelektual yang dilisensikan. 
j. Melakukan pembayaran royalti dalam bentuk, jenis, dan jumlah 
yang telah disepakati secara bersama. 
k. Atas pengakhiran lisensi, tidak memanfaatkan seluruh data, 
informasi maupun keterangan yang diperolehnya. 
                                                          
52 Ibid, hlm. 79. 
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l. Atas pengakhiran lisensi, tidak memanfaatkan lebih lanjut seluruh 
data, informasi maupun keterangan yang diperoleh oleh penerima 
lisensi selama masa pelaksanaan lisensi. 
m. Atas pengakhiran lisensi, tidak lagi melakukan kegiatan yang 
sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak 
langsung dapat menimbulkan persaingan dengan 
mempergunakan hak kekayaan intelektual  yang dilisensikan. 
 
Penerima lisensi berhak untuk53: 
a. Memeroleh segala macam informasi yang berhubungan dengan 
hak kekayaan intelektual yang dilisensikan, yang diperlukan 
olehnya untuk melaksanakan lisensi yang diberikan tersebut. 
b. Memeroleh bantuan dari pemberi lisensi atas segala macam cara 
pemanfaatan dan atau penggunaan hak kekayaan intelektual yang 
dilisensikan tersebut. 
 
 Sesuai dengan ketentuan dalam paket UU tentang HKI, maka 
suatu perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual54 yang kemudian membayar biaya yang besarnya 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Hal ini dipertegas dengan hadirnya 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 8 tahun 2016 
tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi 
Hak Kekayaan Intelektual (Permenkumham No. 8 tahun 2016). Salah satu 
pertimbangan diterbitkannya aturan ini adalah dalam rangka 
meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik 
hak dan/atau pemegang hak dari objek HKI dan penerima lisensi serta 
bagi dunia industri, perdagangan dan investasi yang dapat mengikat pihak 
ketiga.55 Namun, jika perjanjian lisensi tidak dicatatkan, maka perjanjian 
lisensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, yang dengan 
                                                          
53 Ibid, hlm. 80. 
54 Nomenklatur Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) telah berubah 
menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berdasarkan Peraturan Presiden 
(Perpres) No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM. 
55 Lihat Konsideran Menimbang dalam Permenkumham No. 8 tahun 2016. 
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sendirinya tidak termasuk kategori pengecualian sebagaimana dimaksud 
dalam peraturan KPPU.56  
 Kemudian secara tegas juga diatur bahwa perjanjian lisensi 
dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang 
merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang 
mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Senada dengan 
Permenkumham No. 8 tahun 2016, dalam format surat pernyataan 
pencatatan perjanjian lisensi HKI, menentukan bahwa objek HKI (a) Masih 
dalam masa perlindungan, (b) Tidak merugikan kepentingan ekonomi 
nasional, (c) Tidak menghambat pengembangan teknologi, dan (d) Tidak 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
kesusilaan, dan ketertiban umum.57 
 Perjanjian lisensi dapat dibuat secara khusus, misalnya tidak 
bersifat eksklusif. Apabila dimaksudkan demikian, maka hal tersebut harus 
secara tegas dinyatakan dalam perjanjian lisensi. Jika tidak, maka 
perjanjian lisensi dianggap tidak memakai syarat non-eksklusif. Oleh 
karenanya pemegang hak atau pemberi lisensi pada dasarnya masih 
boleh melaksanakan sendiri apa yang dilisensikannya atau memberi 
lisensi yang sama kepada pihak ketiga yang lain.58 
 Dalam pemberian lisensi, terdapat alasan-alasan yang 
dikemukakan oleh Nicolas S. Gikkas dalam International Licensing of 
                                                          
56 Peraturan KPPU No. 2 tahun 2009, Op Cit, hlm. 10. 
57 Bagian lampiran Permenkumham No. 8 tahun 2016, Op Cit. 
58 Peraturan KPPU No. 2 tahun 2009, Loc Cit. 
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Intellectual Property: The Promise and The Peril, disebutkan alasan-
alasan pemberian lisensi dalam rangka pengembangan usaha, adalah 
sebagai berikut59: 
1. Lisensi menambah sumber daya pengusaha pemberi lisensi 
secara tidak langsung. Meskipun penerima lisensi merupakan 
suatu identitas (badan hukum) tersendiri yang berbeda dari 
identitas pemberi lisensi, namun kinerja penerima lisensi 
merupakan pula kinerja pemberi lisensi. Dengan mengoptimalkan 
sumber daya yang ada pada penerima lisensi, sesungguhnya 
pemberi lisensi telah mengoptimalkan pengembangan usahanya; 
2. Lisensi memungkinkan perluasan wilayah usaha secara tidak 
terbatas; 
3. Lisensi memperluas pasar dari produk hingga dapat menjangkau 
pasar yang semula berada di luar pangsa pasar pemberi lisensi; 
4. Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri-
industri padat modal dengan menyerahkan sebagian proses 
produksi melalui teknologi yang dilisensikan; 
5. Melalui lisensi, penyebaran produk juga menjadi lebih mudah dan 
terfokus pada pasar. Berdasarkan pada karakteristiknya, ada 
produk-produk tertentu yang akan lebih mudah dipasarkan jika 
dijual dalam bentuk paket dengan produk lainnya, baik karena 
sifatnya yang komplementer, suplementer, atau pelengkap 
terhadap suatu produk yang sudah dikenal masyarakat; 
6. Melalui lisensi, sesungguhnya pemberi lisensi dapat mengurangi 
tingkat kompetisi hingga suatu batas tertentu; 
7. Melalui lisensi, pihak pemberi lisensi maupun pihak penerima 
lisensi dapat melakukan trade off (barter) teknologi. Hal ini berarti 
para pihak mempunyai kesempatan untuk mengurangi biaya yang 
diperlukan untuk menciptakan suatu teknologi yang diperlukan. 
Hal inipun sesungguhnya sangat rentan terhadap ketentuan 
persaingan usaha dan larangan praktik monopoli; 
8. Lisensi memberikan keuntungan dalam bentuk nama besar dan 
goodwill dari pemberi lisensi. Dalam hal demikian maka pihak 
penerima lisensi tidak memerlukan biaya yang besar untuk 
melakukan promosi atas kegiatan usaha yang dilakukan. 
Penerima lisensi dapat mengurangi biaya iklan dan promosi 
dengan menumpang pada nama besar pemberi lisensi; 
9. Pemberian lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk sampai 
pada batas tertentu melakukan kontrol atas pengelolaan jalannya 
kegiatan usaha yang dilisensikan tanpa harus mengeluarkan biaya 
yang besar. 
 
                                                          
59 Gunawan Widjaja, 2003, Seri Hukum Bisnis (Lisensi), Op Cit, hlm 15-17. 
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Lebih lanjut, alasan yang mendukung pemberian lisensi adalah (1) 
Menghasilkan uang, (2) Lisensi dapat memperluas pasar, (3) Dari segi 
teknis, lisensi merupakan cakrawala tukar-menukar pengetahuan. 
Sedangkan alasan yang menentang pemberian lisensi adalah (1) Lisensi 
justru membantu competitor, (2) Kerap kali biaya yang terlibat dalam 
pemberian lisensi cukup besar sehingga kadang-kadang bahkan dianggap 
tidak membawa profit, (3) Risiko mendiskreditkan reputasi pemberi lisensi 
oleh penerima lisensi.60 
Sebagai salah satu bentuk perjanjian HKI, lisensi juga tunduk pada 
Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan bahwa untuk sahnya suatu 
perjanjian harus memenuhi empat (4) syarat. Keempat syarat tersebut 
selanjutnya oleh ilmu hukum digolongkan ke dalam dua unsur pokok yaitu 
unsur subjektif (menyangkut pihak yang mengadakan perjanjian) dan 
unsur objektif (menyangkut objek yang diperjanjikan). Unsur subjektif 
meliputi: (1) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya 
baik dengan tertulis maupun tidak tertulis.61 (2) Adanya kecakapan para 
pihak untuk membuat suatu perikatan. 62 Kemudian unsur objektif meliputi 
(3) Adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan seperti objek perjanjian 
harus jelas dan dapat ditentukan oleh para pihak.63 serta (4) Adanya suatu 
sebab yang halal.64 Adapun suatu sebab adalah terlarang, apabila 
                                                          
60 Munir Fuady, 2008, Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global), 
Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 334. 
61 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2012, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 
Sampai 1456 BW), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68. 
62 Ibid, hlm 74. 
63 Ahmadi Miru, 2014, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Edisi Kesatu, Cetakan 
Keenam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30. 
64 Ibid, hlm. 13.  
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dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan 
kesusilaan yang baik atau bertentangan dengan kepentingan umum.65 
Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut 
menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam 
dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan jika terdapat 
pelanggaran terhadap unsur subjektif, maupun batal demi hukum dalam 
hal tidak terpenuhinya unsur objektif. Kemudian asas-asas perjanjian 
berdasarkan KUH Perdata yakni terdiri dari (1) Asas kebebasan 
berkontrak66, (2) Asas konsensualisme (persesuaian kehendak)67, (3) 
Asas mengikatnya kontrak68, serta (4) Asas itikad baik69.  
2. Ruang Lingkup Lisensi HKI dalam Hukum Nasional 
a. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau 
Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi 
atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu”.70 
Adapun pelaksanaan hak ekonomi yang dimaksud meliputi: (a) Penerbitan 
Ciptaan; (b). Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; (c). 
Penerjemahan Ciptaan; (d). Pengadaptasian, pengaransemenan, 
pentransformasian Ciptaan; atau (e). Pendistribusian Ciptaan atau 
salinannya; (f). Pertunjukan Ciptaan; (g). Pengumuman Ciptaan; (h). 
                                                          
65 Pasal 1337 KItab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). 
66 Ahmadi Miru, Op Cit, hlm. 4.  
67 Ibid, hlm. 3.  
68 Ibid, hlm. 4-5. 
69 Ibid, hlm. 5. 
70 Lihat Pasal 1 angka 20 UU tentang Hak Cipta. 
32 
 
Komunikasi Ciptaan; dan (i). Penyewaan Ciptaan.71 Sedangkan “Lisensi 
wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/ atau 
Penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang 
diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk 
kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan 
penelitian dan pengembangan”.72 
b. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten 
“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak 
lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat 
ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu 
dan syarat tertentu”.73 Adapun, “Pemegang Paten memiliki hak eksklusif 
untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang 
tanpa persetujuannya: (a). dalam hal Paten-produk: membuat, 
menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau 
menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang 
diberi Paten; (b). dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi 
yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a”.74 Sedangkan, “Lisensi-wajib 
adalah Lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan 
keputusan Direktorat Jenderal atas dasar permohonan”.75 
 
                                                          
71 Ibid, Pasal 9 ayat (1). 
72 Ibid, Pasal 84. 
73 Lihat Pasal 1 angka 13 UU tentang Paten. 
74 Ibid, Pasal 16. 
75 Ibid, Pasal 74. 
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c. Berdasarkan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek 
“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada 
pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak 
(bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk 
seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam 
jangka waktu dan syarat tertentu”.76 Sedangkan, “Perjanjian Lisensi wajib 
dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai 
biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian Lisensi berlaku 
terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga”.77 
d. Berdasarkan UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas 
Tanaman 
“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak Perlindungan 
Varietas Tanaman kepada orang atau badan hukum lain untuk 
menggunakan seluruh atau sebagian hak Perlindungan Varietas 
Tanaman”.78 Sedangkan, “Lisensi Wajib yakni lisensi yang diberikan oleh 
pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada pemohon 
berdasarkan putusan Pengadilan Negeri”.79 
e. Berdasarkan UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 
“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang 
kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian 
hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu 
                                                          
76 Lihat Pasal 1 angka 13 UU tentang Merek. 
77 Ibid, Pasal 43 ayat (3). 
78 Lihat Pasal 1 angka 13 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. 
79 Ibid, Pasal 1 angka 14. 
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Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu 
dan syarat tertentu”.80 Dalam pelaksanaan Lisensi rahasia dagang 
dilakukan dengan mengirimkan atau memperbantukan secara langsung 
tenaga ahli yang dapat menjaga Rahasia Dagang itu. Sedangkan, 
“Perjanjian Lisensi wajib dicatatakan pada Direktorat Jenderal dengan 
dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini’.81 
f. Berdasarkan UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri 
“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri 
kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian 
hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu 
Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan 
syarat tertentu”.82 Dalam hal pemegang Hak Desain Industri memiliki hak 
eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan 
untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, 
memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan 
barang yang diberi Hak Desain Industri. Adapun pengecualian dari 
ketentuan tersebut adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan 
penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang 
wajar dari pemegang hak Desain Industri.83 Sedangkan, “Perjanjian 
Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada 
                                                          
80 Lihat Pasal 1 angka 5 UU tentang Rahasia Dagang. 
81 Ibid, Pasal 8 ayat (1). 
82 Lihat Pasal 1 angka 11 UU tentang Desain Industri. 
83 Ibid, Pasal 9. 
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Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang ini”.84 
g. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak 
Sirkuit Terpadu 
“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak kepada pihak lain 
melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan 
pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Tata 
Letak Sirkuit Terpadu yang diberi perlindungan dalam jangka waktu 
tertentu dan syarat tertentu”.85 Dalam hal pemegang hak memiliki hak 
eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 
yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa 
persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor 
dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau 
sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 
Adapun pengecualian dari ketentuan tersebut adalah pemakaian Desain 
Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan 
sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang 
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.86  Sedangkan, “Perjanjian Lisensi 
wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 
pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini”.87 
                                                          
84 Ibid, Pasal 35 ayat (1). 
85 Lihat Pasal 1 angka 13 UU tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 
86 Ibid, Pasal 8. 
87 Ibid, Pasal 27 ayat (1). 
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h. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 
8 tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan 
Pencatatan Perjanjian Lisensi Hak Kekayaan Intelektual 
“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak atau pemilik hak 
kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian 
hak untuk menggunakan hak eksklusifnya untuk jangka waktu dan syarat 
tertentu”. 
3. Pooling Licensing dan Cross Licensing 
Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU) Republik Indonesia No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf b UU No. 5 tahun 1999 tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 
menentukan bahwa: 
Penghimpunan Lisensi (Pooling Licensing) merupakan tindakan 
para pelaku usaha untuk saling bekerjasama dengan para mitra 
usahanya untuk menghimpun lisensi HKI terkait komponen produk 
tertentu. Sedangkan, Lisensi Silang (Cross Licensing) merupakan 
tindakan saling melisensikan HKI antar para pelaku usaha dengan 
mitranya, biasanya hal tersebut dilakukan dalam kegiatan 
Research and Development (R&D). Dengan melakukan 
Penghimpunan Lisensi dan/atau Lisensi Silang para pelaku usaha 
dapat mengurangi biaya transaksi (transaction cost) hak eksklusif 
yang pada akhirnya membuat produk yang dihasilkan menjadi 
lebih murah. 88 
Berdasarkan Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual 
Property oleh U.S Department of Justice and The Federal Trade 
Commission, menentukan bahwa: 
Cross licensing and pooling arrangements are agreements of two 
or more owners of different items of intellectual property to license 
                                                          
88 Peraturan KPPU No. 2 tahun 2009, Op Cit, hlm. 13. 
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one another or third parties. These arrangements may provide 
procompetitive benefits by integrating complementary 
technologies, reducing transaction costs, clearing blocking 
positions, and avoiding costly infringement litigation. By promoting 
the dissemination of technology, cross-licensing and pooling 
arrangements are often procompetitive. Cross-licensing and 
pooling arrangements can have anticompetitive effects in certain 
circumstances. 89(Lisensi silang dan penghimpunan lisensi adalah 
persetujuan dari dua atau lebih pemegang hak kekayaan 
intelektual yang berbeda untuk saling melisensikan satu sama lain 
atau kepada pihak ketiga. Pengaturan ini dapat memberikan 
manfaat pro persaingan dengan memadukan teknologi-teknologi 
pelengkap, mengurangi biaya transaksi, membersihkan posisi 
yang menghambat, menghindari biaya tuntutan pelanggaran, dan 
mempertinggi penyebaran teknologi. Dengan mempromosikan 
penyebaran teknologi, pengaturan lisensi silang dan 
penghimpunan lisensi dapat mengakibatkan pro persaingan. Di 
sisi lain, perjanjian ini juga bisa menyebabkan pengaruh anti 
persaingan dalam kondisi tertentu). 
 
Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting 
Innovation and Competition Guidelines Chapter 3, menentukan bahwa: 
  Although both cross-licensing and patent-pooling agreements 
have the potential to generate significant efficiencies, they also 
may generate anticompetitive effects if the arrangements result in 
price fixing, coordinated output restrictions among competitors, or 
foreclosure of innovation. Pooling agreements typically warrant 
greater antitrust scrutiny than do cross licensing agreements due 
to the collective pricing of pooled patents, greater possibilities for 
collusion, and generally larger number of market participants. 
90(Meskipun kedua perjanjian lisensi silang dan penghimpunan 
paten memiliki potensi untuk menghasilkan efisiensi yang 
signifikan, keduanya juga dapat menghasilkan efek anti 
persaingan, jika pengaturan tersebut mengakibatkan penetapan 
harga, pembatasan produksi yang terkoordinasi dengan antar 
pelaku usaha lainnya, atau menghambat inovasi. Perjanjian 
penghimpunan biasanya diberikan pengawasan anti persaingan 
yang lebih besar daripada pengaturan lisensi silang, hal ini 
disebabkan oleh penetapan harga dari pengumpulan paten, 
kemungkinan lebih besar untuk kolusi, dan umumnya memiliki 
pangsa pasar yang besar dari pelaku usaha lainnya). 
                                                          
89 U.S Department of Justice and The Federal Trade Commission, 1995, Antitrust 
Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, Op Cit, p. 27-29. 
90 Federal Trade Commission, 2007, Chapter 3: Antitrust Enforcement and Intellectual 
Property Rights: Promoting Innovation and Competition Guidelines, Op Cit, p. 58. 
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Berdasarkan Japan Guidelines for the Use of Intellectual Property 
under the Antimonopoly Act oleh Japan Fair Trade Commission, 
menentukan bahwa: 
  Cross-licensing refers to a business activity in which multiple 
parties that own rights to technology mutually license their rights to 
one another. Generally cross-licensing involves fewer 
entrepreneurs compared to the number of the entrepreneurs 
participating in a patent pool or in multiple licensing.91 (Lisensi 
silang mengacu pada kegiatan bisnis di mana beberapa pihak 
yang memiliki hak atas teknologi untuk saling melisensikan hak 
mereka satu sama lain. Umumnya lisensi silang melibatkan pelaku 
usaha yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pelaku 
usaha yang berpartisipasi dalam penghimpunan paten atau 
beberapa lisensi). 
Lebih lanjut dalam European Guidelines menentukan bahwa: 
  Guidelines recognize that cross licensing agreements may have 
pro competitive effects. Howefer, if the terms of any cross 
licensing restrict the ability of either undertaking to exploit its own 
technology, it is unlikely to benefit from the exemption. The risk of 
negative effects on innovation is higher in the case of cross 
licensing between competitors in which a grant back obligation on 
both parties is combined with an obligation on both parties to 
share with the other party improvements of his own technology. 
92(Aturan mengakui bahwa perjanjian lisensi silang mungkin 
memiliki efek pro persaingan. Namun, dalam kondisi tertentu 
lisensi silang dapat membatasi kemampuan usaha untuk 
mengeksploitasi teknologi sendiri, sehingga tidak mungkin 
dikecualikan. Risiko efek negatif dari inovasi lebih tinggi dalam 
kasus lisensi silang antara pesaing di mana lisensi tersebut dapat 
memberikan kembali kewajiban pada kedua belah pihak 
dikombinasikan dengan kewajiban kedua belah pihak untuk 
berbagi dengan teknologinya). 
 
 
 
 
 
 
                                                          
91 Japan Fair Trade Commission, 2005, Guidelines for the Use of Intellectual Property 
under the Antimonopoly Act, Op Cit, p. 16-17. 
92 Jiyoung Han, 2005, Study on Intellectual Property Licensing under Antimonopoly Law 
in the U.S., Europe, Japan and Korea, p.103. Diakses dari: https://www.iip.or.jp (05 
Januari 2016) 
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C. Hukum Persaingan Usaha 
1. Pengertian Umum tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat 
Persaingan usaha dan monopoli merupakan dua (2) hal yang 
paling menjadi perhatian dalam konteks dunia usaha. Sebuah praktik 
monopoli bisa merupakan sebuah masalah dalam dunia usaha sehingga 
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan implikasinya adalah tidak 
kompetitifnya pasar sehingga menyebabkan melemahnya daya saing 
pelaku usaha. Dalam Black’s Law Dictionary monopoli ditentukan sebagai; 
A privilege or peculiar advantages vested in one or more person or 
companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on 
a particular business or trade, manufacture a particular article, or 
control the sale of the whole supply of a particular commodity.93 
  (Hak istimewa atau manfaat khusus yang dipegang oleh satu atau 
lebih pelaku usaha atau perusahaan, yang terdiri dari hak 
eksklusif (kekuasaan) untuk melakukan bisnis tertentu atau 
perdagangan, menghasilkan klausul khusus, atau mengontrol 
penjualan seluruh pasokan dari komoditas tertentu). 
 
Pengertian monopoli dalam Black’s Law Dictionary lebih ditekankan 
pada adanya suatu hak istimewa yang menghapuskan persaingan bebas, 
yang tentu akhirnya juga akan menciptakan penguasaan pasar.94 Dalam 
Pasal 2 Sherman Act, monopoli diartikan sebagai; 
  Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or 
combine or conspire with any other person or persons, to 
monopolize any part of trade or commerce among the several 
states, or with foreign nation, shall be deened guilty of a felony, 
and, conviction thereof,......95 (Setiap orang yang memonopoli, 
atau berusaha untuk memonopoli, atau melakukan penggabungan 
atau persekongkolan dengan pihak atau pihak-pihak lain, untuk 
                                                          
93 Henry Campbell Black, 1990, Black’s Law Dictionary, Cetakan Keenam, St. Paul-Minn, 
West Publishing Co, USA, p. 217. 
94 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, Cetakan 
Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13. 
95 Ibid. 
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memonopoli bagian dari suatu kegiatan usaha di antara beberapa 
negara bagian, atau dengan negara-negara asing, akan dianggap 
bersalah melakukan tindak pidana berupa kejahatan, dan 
penghukuman karenanya.) 
 
Pengertian dalam Sherman Act tersebut mempunyai cakupan luas 
karena juga berlaku untuk pelaku usaha antar negara asing dan 
perbuatan yang dilarang tidak hanya menyangkut perjanjian, tetapi juga 
bentuk kombinasi dan konspirasi untuk melakukan monopoli.96 Dalam 
Black’s Law Dictionary ditentukan bahwa “Monopoly as prohibited by 
Section 2 of the Sherman Antitrust Act, has two elements: (1) Possesion 
of monopoly power in relevant market; (2) Willful acquisition or 
maintenance of that power.(Monopoli sebagaimana dilarang dalam Bagian 
2, Undang-Undang Persaingan Usaha Sherman, memiliki dua elemen: (1) 
Memiliki kekuatan monopoli di pasar bersangkutan; (2) Akuisisi atau 
pemeliharaan kekuasaan yang disengaja). 
Dalam hal ini jelas bahwa monopoli yang dilarang dalam Section 2 
Sherman Act adalah monopoli yang bertujuan untuk menghilangkan 
kemampuan untuk melakukan persaingan, dan atau untuk tetap 
mempertahankannya. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa 
dimungkinkan dan diperkenankannya monopoli yang terjadi secara 
alamiah, tanpa adanya kehendak dari pelaku usaha untuk melakukan 
monopoli.97  
Pengertian monopoli dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 5 tahun 1999, 
yaitu “Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran 
                                                          
96 Ibid. 
97 Ibid. 
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barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu 
kelompok pelaku usaha.” Dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 5 tahun 1999, 
juga diatur pengertian monopoli dari segi prosesnya dan diistilahkan 
sebagai praktik monopoli, yaitu: 
Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu 
atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya 
produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu 
sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan 
dapat merugikan kepentingan umum. 
 
Dalam Pasal 1 angka 3, dijelaskan definisi dari pemusatan 
kekuatan ekonomi, yaitu “Pemusatan kekuatan ekonomi adalah 
penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau 
lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan jasa”. 
Sedangkan, pengertian dari persaingan usaha tidak sehat diatur 
dalam Pasal 1 angka 6, UU No. 5 tahun 1999, definisi dari “Persaingan 
usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam 
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa 
yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau 
menghambat persaingan usaha.” 
Kelemahan dari konsep pengertian persaingan usaha tidak sehat 
dalam UU No. 5 tahun 1999 adalah bahwa pengertian tersebut tidak 
dirinci secara lebih jauh perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk 
dalam persaingan usaha tidak sehat tersebut, sehingga pengertian 
persaingan usaha tidak sehat yang mana selalu menjadi kata alternatif 
dalam setiap pasal selain monopoli sebagai salah satu akibat yang timbul 
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dari perjanjian atau perbuatan yang dilarang, menjadi tidak jelas dan 
multiinterpretasi. 
2. Tujuan Hukum Persaingan Usaha 
UU No. 5 tahun 1999 dalam bagian umum dari penjelasan 
menegaskan bahwa tujuan dari adanya UU ini adalah: 
...agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat 
dan  benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, 
serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada 
perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk 
praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang 
merugikan masyarakat ...98 
 
Hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal 2 UU No. 5 
tahun 1999, bahwa UU ini mengambil landasan kepada suatu demokrasi 
ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan menjaga 
keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan 
umum, dengan tujuan untuk: 99 
1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi 
nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. 
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan 
persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin kepastian 
kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku 
usaha menengah dan pelaku usaha kecil. 
3. Mencegah praktik-praktik monopoli dan/atau persaingan usaha 
tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha. 
                                                          
98 Lihat Penjelasan Umum, UU No. 5 tahun 1999. 
99 Ibid, Pasal 3. 
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4. Menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. 
Intinya bahwa tujuan Hukum Persaingan Usaha yaitu mendukung 
adanya kompetisi yang sehat dan mengefisiensikan alokasi dari sumber-
sumber ekonomi yang ada sehingga tidak terpusat pada satu pihak saja 
yang pada akhirnya akan melindungi masyarakat konsumen dan pelaku 
usaha itu sendiri. 
3. Perjanjian, Kegiatan yang Dilarang serta Posisi Dominan 
Secara garis besar UU No. 5 tahun 1999 mengatur 3 hal larangan. 
Tiga hal larangan tersebut diatur dalam 3 bab, yaitu berada pada Bab III 
yang mengatur tentang perjanjian yang dilarang, lalu Bab IV yang 
mengatur tentang kegiatan yang dilarang, dan Bab V yang mengatur 
tentang posisi dominan. 
Mengenai perjanjian yang dilarang diatur pada Pasal 4 sampai 
dengan Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999. Larangan tersebut merupakan 
larangan terhadap keabsahan objek perjanjian, dengan demikian berarti 
setiap perjanjian yang dibuat dengan objek perjanjian berupa hal-hal yang 
diatur dalam UU adalah batal demi hukum dan karenanya tidak dapat 
dilaksanakan oleh pelaku usaha yang menjadi subjek dari perjanjian 
tersebut. Perjanjian yang dimaksud di sini tidak berbeda dengan 
pengertian perjanjian pada umumnya baik yang tertulis maupun tidak 
tertulis. UU No. 5 Tahun 1999 mengatur beberapa perjanjian yang 
dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu (1) Oligopoli, (2) 
Penetapan harga yang terdiri dari a. Penetapan harga; b. Diskriminasi 
harga; c. Jual rugi; d. Pengaturan harga jual kembali; (3) Pembagian 
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wilayah, (4). Pemboikotan, (5) Kartel, (6) Trust, (7) Oligopsoni, (8) 
Integrasi vertikal, (9) Perjanjian tertutup yang terdiri dari a. Exclusive 
distribution agreement; b. Tying agreement; c. Vertical agreement on 
discount; serta (10) Perjanjian dengan pihak luar negeri. 
Mengenai kegiatan yang dilarang, diatur pada Bab IV tentang 
Kegiatan yang Dilarang dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 UU No. 
5 Tahun 1999. Adapun kegiatan yang dilarang tersebut adalah (1) 
Monopoli, (2) Monopsoni, (3) Penguasaan pasar, (4) Kegiatan menjual 
rugi, (5) Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi, serta (6) 
Persekongkolan. 
Selanjutnya mengenai posisi dominan, mengatur tentang (1) 
Jabatan rangkap, (2) Pemilikan saham, (3) Penggabungan, peleburan dan 
pengambilalihan. Penguasaan posisi dominan di dalam hukum persaingan 
usaha tidak dilarang, sepanjang pelaku usaha tersebut dalam mencapai 
posisi dominannya atau menjadi pelaku usaha yang lebih unggul (market 
leader) pada pasar yang bersangkutan atas kemampuannya sendiri 
dengan cara yang fair. Dalam UU No.5 tahun 1999, posisi dominan 
didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak 
mempunyai pesaing yang berarti atau suatu pelaku usaha mempunyai 
posisi lebih tinggi daripada pesaingnya pada pasar yang bersangkutan 
dalam kaitan pangsa pasarnya, kemampuan keuangan, akses pada 
pasokan atau penjualan serta kemampuan menyesuaikan pasokan atau 
permintaan barang atau jasa tertentu.100 
                                                          
100 Andi Fahmi Lubis (dkk), Op Cit, hlm. 165-166. 
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4. Per Se Illegal dan Rule of Reason 
Pendekatan per se illegal maupun rule of reason telah lama 
diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku bisnis 
melanggar UU No. 5 tahun 1999. Pendekatan rule of reason adalah suatu 
pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha 
untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha 
tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut 
bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Hal ini dapat dilihat 
dari ketentuan pasal-pasalnya, yakni pencantuman kata-kata “yang dapat 
mengakibatkan” dan atau “patut diduga”. Sebaliknya, pendekatan per se 
illegal adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu 
sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang 
ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Penerapan 
pendekatan per se illegal biasanya dipergunakan dalam pasal-pasal yang 
menyatakan istilah “dilarang”, tanpa anak kalimat “…yang dapat 
mengakibatkan…”.101 Kegiatan yang dianggap sebagai per se illegal 
biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, 
serta pengaturan harga penjualan kembali. 
5. Pengecualian dalam Hukum Persaingan Usaha 
Pengaturan mengenai pengecualian diatur dalam Pasal 50, Bab IX, 
UU No. 5 Tahun 1999 yang terdiri dari: 
 
                                                          
101 Ibid, hlm. 55. 
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a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku102 
 
Pasal 50 huruf a merupakan ketentuan yang bersifat 
”pengecualian” (exceptions) atau ”pembebasan” (exemptions) yang 
dimaksudkan untuk menghindari terjadinya konflik berbagai kebijakan 
yang saling tolak belakang namun sama-sama diperlukan dalam 
perekonomian nasional. Ketentuan ini sering juga timbul karena kondisi 
perekonomian yang dinamis menuntut Pemerintah menetapkan 
pengecualian yang bertujuan menyeimbangkan antara penguasaan 
bidang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan 
pemberian perlindungan pada pengusaha berskala kecil. Pemberian 
perlakuan khusus bagi cabang-cabang produksi yang menguasai hajat 
hidup orang banyak untuk dikuasai oleh negara, secara tegas diatur 
dalam Pasal 33 ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI 1945.103 
b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual seperti 
lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, 
rangkaian eletronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian 
yang berkaitan dengan waralaba104 
 
KPPU menjelaskan dalam Peraturan KPPU No. 2 tahun 2009 
bahwa ada tiga hal yang perlu diperdalam dari rumusan Pasal 50 huruf b 
tersebut. Pertama, penyebutan istilah ’lisensi’ yang diikuti dengan istilah 
paten, merek dagang, hak cipta...dan seterusnya’ seolah-olah 
menempatkan lisensi sebagai salah satu jenis hak dalam rezim hukum 
HKI, padahal sesungguhnya tidaklah demikian adanya. Lisensi adalah 
                                                          
102 Lihat Pasal 50 huruf a UU No. 5 tahun 1999. 
103 Andi Fahmi Lubis (dkk), Op Cit, hlm. 227. 
104 Op Cit, Pasal 50 huruf b. 
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salah satu jenis perjanjian dalam lingkup rezim hukum HKI yang dapat 
diaplikasikan di semua jenis hak dalam rezim hukum HKI. Kedua, 
penggunaan istilah merek dagang yang seolah-olah mengesampingkan 
merek jasa. Padahal maksudnya tidaklah demikian. Istilah ’merek dagang’ 
dalam pasal tersebut digunakan sebagai padanan dari bahasa inggris 
trademark, namun yang dimaksud dari istilah tersebut adalah mencakup 
merek dagang dan merek jasa. Ketiga, istilah ‘rangkaian elektronik 
terpadu’ bukanlah salah satu jenis hak yang terdapat dalam rezim HKI. 
Jenis hak yang benar adalah hak atas desain tata letak sirkuit terpadu.105 
Oleh sebab itu KPPU dalam pedomannya menyatakan bahwa 
Pasal 50 huruf b menjelaskan: Pertama, bahwa perjanjian yang berkaitan 
dengan hak kekayaan intelektual yang dimaksud dalam pasal tersebut 
adalah perjanjian lisensi yang berada dalam lingkup hak paten, hak 
merek, hak cipta, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, 
dan hak rahasia dagang. Kedua, bahwa istilah ’merek dagang’ hendaknya 
dimaknai sebagai merek yang mencakup merek dagang dan merek jasa. 
Ketiga, bahwa istilah ’rangkaian elektronik terpadu’ hendaknya dimaknai 
sebagai desain tata letak sirkuit terpadu.106 
c. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa 
yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan107 
 
Ketentuan pengecualian untuk jenis perjanjian penetapan standar 
teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau 
menghalangi persaingan adalah dapat merujuk kepada jenis penetapan 
                                                          
105 Andi Fahmi Lubis (dkk), Op Cit, hlm. 237. 
106 Ibid, hlm. 238. 
107 Op Cit, Pasal 50 huruf c. 
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standar sebagaimana yang diamanatkan oleh PP No.102 tahun 2000 
Tentang Standarisasi Nasional. Dari sudut pandang hukum persaingan, 
prasyarat untuk tunduk pada standarisasi ini dapat saja diartikan sebagai 
hambatan (barrier) bagi pelaku usaha, artinya bila pelaku usaha tidak 
mampu untuk tunduk sesuai standar maka menjadi hambatan untuk dapat 
masuk ke pasar. Tetapi bila mengacu kembali kepada pedoman Pasal 50 
huruf a dimana PP termasuk sumber peraturan yang dapat dikecualikan 
maka pengecualian ini dapat melihat pada jenis-jenis perjanjian yang 
berkaitan dengan penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa 
mana sajakah yang dapat dikecualikan sebagaimana telah diatur dalam 
Pasal 50 huruf c tersebut. Sampai saat ini KPPU belum mengeluarkan 
pedoman mengenai pengaturan pengecualian ini.108 
d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat 
ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan 
harga lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan109 
 
Pengecualian Pasal 50 huruf d ditujukan untuk perjanjian dalam 
rangka keagenan tetapi isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok 
kembali barang dan atau jasa dengan harga lebih rendah daripada harga 
yang telah diperjanjikan (kecuali mengenai pembagian wilayah pemasaran 
dan produk). Sampai saat ini KPPU belum mengeluarkan pedoman untuk 
pasal ini sehingga pembatasan mengenai jenis perjanjian yang 
dianalogikan dengan perbuatan dapat mengacu kepada pedoman Pasal 
50 huruf a sebagai tolak ukur.110 
                                                          
108 Andi Fahmi Lubis (dkk), Op Cit, hlm. 267-268. 
109 Op Cit, Pasal 50 huruf d. 
110 Andi Fahmi Lubis (dkk), Op Cit, hlm. 274. 
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e. Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan 
standar hidup masyarakat luas111 
 
Perjanjian yang menyangkut kerjasama tidak dilarang sepanjang 
dapat dibuktikan bahwa tujuannya adalah untuk peningkatan atau 
perbaikan standar hidup masyarakat luas. Perjanjian yang bersifat 
kerjasama juga sering difasilitasi oleh asosiasi pelaku usaha yang 
bertujuan meningkatkan kemampuan bersaing di antara anggota asosiasi 
(pelaku usaha) sendiri. Perjanjian yang jelas melanggar adalah apabila 
para pelaku usaha pesaing melakukan kesepakatan untuk melakukan 
penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa atau bahkan 
membentuk kartel. Sehingga yang perlu dicermati adalah jangan sampai 
pengecualian yang diberikan dengan menggunakan alasan kerjasama 
penelitian yang akan meningkatkan standar hidup masyarakat luas justru 
dipergunakan sebagai fasilitasi kartel. Sampai saat ini KPPU belum 
mengeluarkan Pedoman untuk Pasal 50 huruf e sehingga belum dapat 
dipastikan apa yang dimaksud dan bagaimana kategori jenis perjanjian 
penelitian yang bertujuan untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup 
masyarakat luas.112 
f. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah 
Republik Indonesia113 
 
Perjanjian Internasional yang telah diratifikasikan dengan peraturan 
perundang–undangan Nasional, diakui keberadaannya sebagai bagian 
dari sistem Hukum Nasional dan mempunyai kekuasaan hukum yang 
                                                          
111 Op Cit, Pasal 50 huruf e. 
112  Andi Fahmi Lubis (dkk), Op Cit, hlm. 275. 
113 Op Cit, Pasal 50 huruf f. 
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mengikat, setelah diatur dengan UU Ratifikasi suatu Perjanjian 
Internasional. Namun dalam hal ada perbedaan isi ketentuan suatu UU 
Nasional dengan isi Perjanjian Internasional yang telah Diratifikasi. Dalam 
hal ini perjanjian internasional yang dikecualikan sesuai dengan Pasal 50 
huruf f adalah perjanjian yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Sampai 
saat ini KPPU belum mengeluarkan Pedoman mengenai Pasal ini.114 
g. Perjanjian dan atau kebutuhan yang bertujuan untuk ekspor yang 
tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam 
negeri115 
 
Kegiatan ekspor dan impor lazim dilakukan dalam lalu lintas 
perdagangan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peningkatan devisa 
dengan tidak mengganggu stabilitas pasokan dalam negeri. Kebutuhan 
dalam negeri ditentukan oleh pemerintah melalui keputusan Menteri 
Perdagangan. Dalam hal ini, perjanjian yang dapat dikecualikan haruslah 
merujuk kepada jenis perjanjian sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh 
Pasal 50 huruf a dengan melihat kepada kriteria dasar hukum yang 
menjalankan Undang-Undang. Sampai saat ini KPPU belum 
mengeluarkan Pedoman mengenai Pasal 50 huruf g.116 
h. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil117 
Pemberian pengecualian kepada UMKM dalam UU Hukum 
Persaingan Usaha adalah perlakuan yang sangat wajar di berbagai 
negara. Pertimbangannya adalah didasarkan pada politik ekonomi negara 
tersebut. Di samping itu secara ekonomi dianggap bahwa UMKM dari segi 
                                                          
114 Andi Fahmi Lubis (dkk), Op Cit, hlm. 278-279. 
115 Op Cit, Pasal 50 huruf g. 
116 Andi Fahmi Lubis (dkk), Op Cit, hlm. 284. 
117 Op Cit, Pasal 50 huruf h. 
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modal dan aset tidak akan mampu memonopoli suatu pasar karena 
kemampuannya yang terbatas dari segi aset dan permodalan. Sebagai 
pedoman dalam pemberian pengecualian kepada UMKM (sesuai istilah 
UU No. 20 tahun 2008) maka kriteria UMKM yang diberikan adalah harus 
sesuai dengan ketentuan UU No. 20 tahun 2008 di atas. Sampai saat ini 
KPPU belum mengeluarkan Pedoman untuk pengecualian Pasal 50 huruf 
h ini.118 
i. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk 
melayani anggotanya119 
 
Melihat krusialnya kepentingan status koperasi pada perekonomian 
Indonesia, maka pemberian status pengecualian dalam UU No. 5 Tahun 
1999 menjadi bukti bahwa koperasi mendapat tempat khusus baik dalam 
politik ekonomi dan proteksi. Pemerintah menciptakan dan 
mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta 
permasyarakatan koperasi dengan memberikan bimbingan, kemudahan, 
dan perlindungan kepada Koperasi.120 Isyarat untuk memberikan 
perlindungan sangat jelas sebagaimana ditetapkan dalam UU dengan 
pemerintah menetapkan bidang usaha mana saja yang hanya dapat 
dimasuki oleh koperasi dilakukan dengan memerhatikan keadaan dan 
kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha 
dan kesempatan kerja121.  
 
                                                          
118 Andi Fahmi Lubis (dkk), Op Cit, hlm. 288. 
119 Op Cit, Pasal 50 huruf i. 
120 Lihat Pasal 60  UU Koperasi No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. 
121 Ibid, Pasal  63 ayat (1). 
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6. Kesepakatan Eksklusif (Exclusive Dealing) 
Berdasarkan Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual 
Property oleh U.S Department of Justice and The Federal Trade 
Commission menentukan bahwa;122 
  In the intellectual property context, exclusive dealing occurs when 
license prevents the licensee from licensing, selling, distributing, or 
using competing technologies. Exclusive dealing arrangements 
are evaluated under the rule of reason. In determining whether an 
exclusive dealing arrangement is likely to reduce competition in a 
relevant market, the Agencies will take into account the extent to 
which the arrangement (1) promotes the exploitation and 
development of the licensor's technology and (2) anticompetitively 
forecloses the exploitation and development of, or otherwise 
constrains competition among, competing technologies. (Dalam 
konteks hak kekayaan intelektual, kesepakatan eksklusif terjadi 
ketika lisensi tersebut mencegah penerima lisensi untuk 
melisensikan, menjual, mendistribusikan, atau menggunakan 
teknologi bersaing. Pengaturan kesepakatan eksklusif dievaluasi 
menggunakan pendekatan rule of reason. Untuk menentukan 
apakah suatu perjanjian mengandung kesepakatan eksklusif maka 
haruslah dilihat dari kemungkinan perjanjian tersebut dapat 
mengurangi persaingan dalam pasar bersangkutan. Komisi akan 
mempertimbangkan sejauh mana perjanjian tersebut (1) 
mendorong eksploitasi dan pengembangan teknologi dari pemberi 
lisensi (2) sifat anti persaingan dari eksploitasi dan 
pengembangan, atau kendala kompetisi antara teknologi 
bersaing). 
 
 The likelihood that exclusive dealing may have anticompetitive 
effects is related, inter alia, to the degree of foreclosure in the 
relevant market, the duration of the exclusive dealing 
arrangement, and other characteristics of the input and output 
markets, such as concentration, difficulty of entry, and the 
responsiveness of supply and demand to changes in price in the 
relevant markets. If the Agencies determine that a particular 
exclusive dealing arrangement may have an anticompetitive effect, 
they will evaluate the extent to which the restraint encourages 
licensees to develop and market the licensed technology (or 
specialized applications of that technology), increases licensors' 
incentives to develop or refine the licensed technology, or 
otherwise increases competition and enhances output in a 
                                                          
122 U.S Department of Justice and The Federal Trade Commission, 1995, Antitrust 
Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, Op Cit, p. 27. 
53 
 
relevant market. (Kemungkinan efek anti persaingan dari 
kesepakatan eksklusif, antara lain, dengan tingkat menutup pasar 
yang relevan, durasi pengaturan kesepakatan eksklusif, dan 
karakteristik lain dari pasar input dan output, seperti pemusatan, 
hambatan masuk, dan respon penawaran dan permintaan 
terhadap perubahan harga di pasar yang relevan. Jika komisi 
menentukan bahwa pengaturan kesepakatan eksklusif tertentu 
mungkin memiliki efek anti persaingan, mereka akan 
mengevaluasi sejauh mana pemegang lisensi mendorong 
pengendalian untuk mengembangkan dan memasarkan teknologi 
berlisensi (atau aplikasi khusus teknologi itu) peningkatan  insentif 
pemberi lisensi untuk mengembangkan atau menyempurnakan 
teknologi berlisensi atau meningkatkan kompetisi dan 
meningkatkan output dalam pasar bersangkutan). 
 
Jadi pada dasarnya, exclusive dealing berisi larangan untuk 
bertransaksi dengan pelaku usaha pesaingnya. Apabila diperhatikan, 
exclusive dealing akan membawa akibat berupa terhambatnya transaksi 
perusahaan pesaing. Praktik exclusive dealing juga sering disebut sebagai 
refusal to deal (pemboikotan). Di Amerika Serikat, secara tegas praktik 
semacam ini diatur oleh Section 3 Clayton Act.123 
Sedangkan menurut KPPU, istilah exclusive dealing mengacu pada 
Pasal 15 UU No. 5 tahun 1999 terkait dengan “perjanjian tertutup” 
(exclusive agreement/exclusive dealing).124 Substansi pasal tersebut 
adalah melarang adanya perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha 
dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang 
menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok barang dan/atau 
jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau di tempat tertentu. 
                                                          
123 Arie Siswanto, 2002, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 44. 
124 Hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan pihak KPPU. Hasil wawancara 
dimuat dalam bentuk tertulis. Adapun hasil wawancara tersebut diperoleh oleh penulis 
setelah beberapa kali melakukan diskusi selama masa penelitian. (Februari-April 2016). 
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Perjanjian tertutup merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh 
pelaku usaha sebagai upaya untuk dapat melakukan pengendalian 
terhadap pelaku usaha lain secara vertikal, baik melalui pengendalian 
harga maupun melalui pengendalian non-harga. Pengendalian yang 
bersifat non-harga yang termuat dalam perjanjian eksklusif diantaranya 
adalah pembatasan akses penjualan atau pasokan, serta pembatasan 
wilayah. Perjanjian tertutup ini pada umumnya lebih banyak dilakukan 
pada level distribusi produk barang dan/atau jasa.125 
Perjanjian tertutup merupakan salah satu bentuk teknis dari 
hambatan vertikal (vertical restraint)126 yang didefinisikan sebagai segala 
praktik yang ditujukan untuk mencapai suatu kondisi yang membatasi 
persaingan dalam dimensi vertikal atau dalam perbedaan jenjang produksi 
(stage of production) atau dalam usaha yang memiliki keterkaitan sebagai 
rangkaian produksi atau rangkaian usaha. Kebanyakan praktik hambatan 
vertikal ini didasarkan atau mengikuti suatu kesepakatan di antara pelaku 
usaha pada jenjang produksi yang berbeda namun masih dalam 
rangkaian yang terkait, misalnya antara produsen dan distributor atau 
penjual produknya. Hambatan vertikal menjadi perhatian dalam UU No. 5 
tahun 1999 karena dapat digunakan antara lain; (1) Untuk mendukung 
suatu tindakan anti persaingan; (2) Untuk memperbesar kekuatan pasar; 
(3) Sebagai alat untuk melakukan segmentasi pasar secara geografis.  
                                                          
125 Buku Pedoman KPPU terkait Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup berdasarkan UU 
No. 5 tahun 1999, (Pedoman Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup), hlm. 10-14. 
126 Ibid, hlm. 14. 
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Menurut pemahaman dari sudut pandang teori ekonomi, yang 
dimaksud dengan perjanjian tertutup adalah suatu perjanjian yang terjadi 
di antara orang-orang yang berada pada level yang berbeda pada proses 
produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa. Exclusive dealing 
atau perjanjian tertutup ini terdiri dari:127 (a) Exclusive Distribution 
Agreement;128 (b) Tying Agreement;129 dan (c) Vertical Agreement on 
Discount.130 
Perjanjian tertutup memiliki dua kategori hambatan yaitu hambatan 
untuk persaingan yang sifatnya intrabrand dan hambatan untuk 
persaingan yang sifatnya interbrand. Persaingan intrabrand adalah 
persaingan antara distributor atau pengecer suatu produk yang berasal 
dari manufaktur atau produsen yang sama. Hambatan yang bersifat 
intrabrand terjadi ketika akses penjualan distributor atau pengecer dibatasi 
oleh produsen. Sedangkan persaingan interbrand adalah persaingan antar 
manufaktur atau produsen untuk suatu jenis atau kategori barang di pasar 
bersangkutan yang sama. Hambatan interbrand terjadi bila produsen 
menciptakan pembatasan persaingan terhadap produk pesaingnya.131 
Dalam konteks perjanjian tertutup, pada umumnya pelaku usaha 
bersedia menerima persaingan antar produk bersaing yang dihasilkan 
oleh produsen yang berbeda pada pasar yang sama (interbrand 
competition) yang ketat, tetapi kemudian secara sangat kuat 
mengendalikan persaingan antar distributor (intrabrand competition). 
                                                          
127 Ibid, hlm. 15. 
128 Pasal 15 ayat (1) UU No. 5 tahun 1999. 
129 Ibid, Pasal 15 ayat (2). 
130 Ibid, Pasal 15 ayat (3)  huruf a dan b. 
131 Ibid, Kata Pengantar Pedoman Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup. 
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Dengan demikian, melalui perjanjian tertutup pelaku usaha dapat secara 
negatif memanfaatkan peluang besar yang dimilikinya, yang diperolehnya 
dari perjanjian tertutup tersebut untuk mengurangi persaingan yang sehat, 
dan selanjutnya mengganggu iklim usaha. Sebagai akibatnya pelaku 
usaha yang tidak terlibat dalam perjanjian tertutup dapat mengalami 
kesulitan mengakses pasar, hal ini menjadikan perjanjian tertutup 
potensial melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan Pasal 25 
ayat (1) huruf c UU  No. 5 tahun 1999.  
Dampak negatif yang bisa disebabkan oleh dilaksanakannya 
perjanjian tertutup secara umum antara lain:132 
a. Peningkatan hambatan masuk pasar bagi pelaku usaha potensial dan 
penutupan akses bagi pelaku usaha pesaing. Hambatan ini terjadi 
karena pelaku usaha yang tidak terlibat perjanjian tertutup tersebut 
terpaksa harus membangun jaringan distribusi sendiri atau mencari 
distributor independen. Proses pencarian dan membangun jaringan 
distribusi akan menimbulkan biaya (integration cost & switching cost) 
yang menjadi faktor hambatan signifikan bagi pelaku usaha yang tidak 
terlibat dalam perjanjian tertutup. 
b. Potensial terjadinya pembagian wilayah. Pembagian wilayah ini dapat 
terjadi bila alokasi distribusi antar produsen-distributor ke dalam 
beberapa wilayah, dimana untuk masing-masing wilayah terdapat 
beberapa distributor yang dominan. Bentuk perjanjian tertutup antar 
produsen-distributor, akan memudahkan bagi para distributor dalam 
                                                          
132 Ibid, hlm. 23-24. 
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mempertahankan wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, 
praktik perjanjian tertutup dapat memfasilitasi praktik kolusi pembagian 
wilayah terutama untuk pelaku usaha di tingkat hilir. 
c. Memungkinkan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kekuatan pasar 
yang kemudian akan melakukan diskriminasi harga untuk 
memaksimalkan profit. 
d. Bagi konsumen, pada prinsipnya merupakan akibat dari pembatasan 
persaingan yang mengakibatkan pasar berstruktur tidak persaingan 
sempurna. Dalam pasar yang demikian, pelaku usaha pada umumnya 
akan menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga persaingan untuk 
menambah keuntungan. Dalam kondisi yang demikian konsumen harus 
membayar harga yang lebih mahal, dan secara umum akan 
menimbulkan welfare lost (kesejahteraan yang hilang). 
Dalam Peraturan KPPU No. 2 tahun 2009, perjanjian lisensi HKI 
yang dipandang mengandung unsur kesepakatan eksklusif adalah dapat 
digambarkan dengan skema sebagai berikut :133 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
133 Peraturan KPPU No. 2 tahun 2009, Op Cit, hlm. 17. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu 
penulis mengidentifikasi masalah hukum, menganalisis masalah yang 
dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah 
tersebut.134 Pokok kajian adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai 
norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman 
perilaku setiap orang.  Penelitian ini menganalisis hubungan antara 
peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan pemerintah yang 
mengatur, serta menjelaskan area yang mengalami hambatan mengenai 
pooling licensing dan cross licensing hak kekayaan intelektual dalam 
kerangka praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan dua pendekatan penelitian antara lain 
sebagai berikut: 
1. Pendekatan perundang-undangan (statute-approach), yaitu dengan 
menelaah semua peraturan perundang-undangan135 dan regulasi 
                                                          
134 Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 
60. 
135 Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum 
yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan  oleh lembaga negara atau 
pejabat yang bewenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan. Dari pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa yang 
dimaksud sebagai statute berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian pendekatan 
peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan 
regulasi. (Ibid, hlm. 137). 
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yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani136 
yakni berkaitan dengan isu hukum yang diteliti yakni peraturan 
mengenai pooling licensing dan cross licensing hak kekayaan 
intelektual serta pengaturan terkait persaingan usaha. 
2. Pendekatan komparatif (comparative approach), yaitu dengan 
membandingkan peraturan perundang-undangan suatu negara 
dengan peraturan perundang-undangan satu atau lebih negara lain 
mengenai hal yang sama137 terkait dengan pooling licensing dan 
cross licensing hak  kekayaan intelektual dan aturan terkait hukum 
persaingan usaha. Hal ini dilakukan untuk mengetahui persamaan 
dan perbedaan di antara peraturan perundang-undangan 
tersebut.138 
C. Bahan Hukum 
Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini dibagi ke 
dalam dua jenis, yaitu: 
1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 
(mempunyai otoritas).139 Bahan yang bersumber dari dokumen hukum 
yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena dibuat dan 
                                                          
136. Ibid. hlm. 133. 
137 Ibid. hlm. 135. 
138 Persamaan di antara aturan perundang-undangan beberapa negara yang 
diperbandingkan mungkin saja terjadi, karena adanya persamaan sistem hukum  yang 
dianut oleh negara-negara tersebut walaupun dari segi perkembangan ekonomi dan 
politik mungkin berbeda. Perbandingan juga dapat dilakukan di antara negara-negara 
dengan sistem hukum yang berbeda tetapi mempunyai tingkat perekembangan ekonomi 
yang hampir sama. Perbandingan hukum juga dapat dilakukan tanpa melihat sistem 
hukum maupun tingkat perkembangan ekonomi, melainkan hanya melihat substansinya 
yang merupakan kebutuhan secara universal, misalnya moneylaundering, perdagangan 
secara elektronik, kejahatan narkotik, dan persaingan usaha. (Ibid, hlm. 176-177). 
139 Ibid, hlm. 181. 
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diumumkan secara resmi oleh pembentuk hukum negara. Bahan 
hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi 
atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-
putusan hakim. 140 Bahan hukum primer yang penulis gunakan, antara 
lain: 
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). 
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945. 
c. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
d. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang 
Perlindungan Varietas Tanaman. 
e. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia 
Dagang. 
f. Undang-Undang Nomor  31 tahun 2000 tentang Desain 
Indsutri. 
g. Undang-Undang Nomor  32 tahun 2000 tentang Desain Tata 
Letak Sirkuit Terpadu. 
h. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten. 
i. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. 
j. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
                                                          
140 Ibid. 
62 
 
k. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 
tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan 
Pencatatan Perjanjian Lisensi Hak Kekayaan Intelektual. 
l. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf b UU No. 5 tahun 
1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat. 
m. Antitrust Law : Sherman Act, Clayton Act dan Federal Trade 
Comission Act seperti Antitrust Guidelines for the Licensing 
of Intellectual Property dan Antitrust Enforcement and 
Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and 
Competition Guidelines.  
n.  European Competition Law : Rome Treaty dan European 
Competition Rules on Intellectual Property Licensing seperti 
The Technology Transfer Block Exemption Regulation 
(TTBER). 
o. Japan Competition Law : Japan Guidelines for the Use of 
Intellectual Property Under the Antimonopoly Act dan The 
Antimonopoly Act Guidelines Concerning Joint Research and 
Development (R&D) oleh Japan Fair Trade Commission 
(JFTC). 
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2. Bahan hukum sekunder141 yaitu bahan-bahan yang memberi 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan merupakan semua 
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen 
resmi.142 Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks143 
maupun tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku 
ataupun jurnal-jurnal.144 Tulisan-tulisan hukum tersebut juga dapat 
berupa skripsi, tesis, dan disertasi hukum, artikel dalam media 
elektronik yang resmi maupun komentar atas putusan pengadilan.145 
Untuk memperkuat bahan hukum primer dan sekunder yang telah 
dikumpulkan oleh penulis, maka dalam penelitian ini, penulis juga 
memasukkan bahan pendukung.146 Bahan tersebut merupakan hasil 
wawancara147 dengan pihak maupun instansi terkait dengan isu penelitian 
yang dikaji oleh penulis. Dalam hal ini wawancara dilakukan oleh penulis 
di Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPD Makassar. 
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 
Metode pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan yakni 
melalui studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai 
hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas 
serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.  
                                                          
141 Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dapat dilihat dalam daftar pustaka. 
142 Ibid. 
143 Ibid, hlm. 182. 
144 Ibid, hlm. 183. 
145 Ibid, hlm. 195-196. 
146 Ibid. hlm. 204-205. 
147 Menurut Peter Mahmud, dalam penelitian normatif, hasil wawancara dikategorikan 
sebagai bahan non hukum. (Ibid, hlm. 206.) 
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Langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam 
mengumpulkan bahan hukum yakni: 
a. Mengidentifikasi bahan hukum yang relevan, di mana bahan 
tersebut penulis peroleh dari perpustakaan maupun tulisan-
tulisan hukum dari berbagai media elektronik yang resmi. 
b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan sesuai 
dengan cakupan penelitian penulis dalam hal ini semua bahan 
hukum yang berkaitan dengan pooling licensing dan cross 
licensing, hak kekayaan intelektual, maupun hukum persaingan 
usaha. 
c. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan dan 
bersesuaian dengan penelitian penulis. 
d. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh tersebut sesuai 
dengan masalah dan tujuan penelitian. 
Selain itu, untuk memperkuat analisis bahan hukum yang penulis 
peroleh dengan metode studi kepustakaan, maka dalam penelitian ini, 
penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang berkompeten di 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPD Makassar terkait dengan isu 
penelitian penulis. Selain itu, penulis juga menyusun beberapa 
pertanyaan-pertanyaan dengan mengemukakan isu penelitian secara 
tertulis sehingga yang diwawancarai dapat memberikan pendapatnya 
secara tertulis.148  
                                                          
148 Menurut Peter Mahmud Marzuki, pewawancara yang dapat memberikan pendapatnya 
secara tertulis dalam bentuk pendapat hukum dapat menjadi bahan hukum sekunder. 
Selain itu, penulis juga melakukan wawancara langsung secara lisan. 
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E. Analisis Bahan Hukum 
Analisis bahan hukum dilakukan oleh penulis dengan memberikan 
preskripsi mengenai apa yang seharusnya, karena isu hukum yang 
penulis angkat dalam ruang lingkup dogmatif hukum149 maka preskripsi ini 
timbul dari hasil telaah aturan maupun perbandingan hukum yang 
dilakukan oleh penulis mengenai perjanjian lisensi dengan klausul pooling 
licensing dan cross licensing hak kekayaan intelektual dalam kerangka 
praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.  
  
                                                          
149 Isu hukum dalam ruang lingkup dogmatif hukum timbul apabila: (1) Para pihak yang 
berperkara atau yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang 
berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan 
peraturan itu sendiri; (2) Terjadi kekosongan hukum; dan (3) Terdapat perbedaan 
penafsiran atas fakta. (Ibid, hlm. 103). 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Kedudukan pooling licensing dan cross licensing HKI dalam 
kerangka praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 
 
Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia menjadikan perjanjian 
lisensi sebagai pengecualian dari penerapan hukum persaingan 
usahanya, sehingga pemegang HKI berhak mengontrol serta 
melisensikan kekayaan intelektualnya kepada pihak lain dan hal itupun 
tidak bertentangan dengan persaingan usaha. Namun, adanya 
pengontrolan atas akses HKI tersebut justru dapat mengakibatkan efek 
yang bersifat anti persaingan.150 Pemberian lisensi memungkinkan HKI 
tersedia untuk sejumlah pelaku usaha tertentu tetapi tidak untuk pelaku 
usaha lainnya. Pertentangan tersebut tentunya menciptakan dampak yang 
signifikan terhadap pasar bersangkutan.151 
Salah satu dampaknya yakni berimplikasi pada pengontrolan akses 
HKI yang berlebihan dalam suatu perjanjian lisensi, termasuk pada 
klausul-klausul yang mengikuti di belakangnya dan mempengaruhi 
perdagangan suatu negara. Dalam praktik, banyak klausul dalam 
perjanjian lisensi yang merugikan. Klausul-klausul yang bersifat merugikan 
pelaku usaha tertentu sangat mungkin terjadi berdasarkan tujuan mereka 
untuk menguasai pasar sehingga penggunaan yang tak wajar terhadap 
                                                          
150 Endang Purwaningsih, Op Cit, hlm 122. 
151 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009, Kompetisi: Sorotan KPPU terhadap 
Waralaba dan Hak Kekayaan Intelektual. Dikutip dalam Majalah Kompetisi KPPU, Edisi 
16, hlm. 19. 
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HKI bukan tidak mungkin terjadi dan mengakibatkan pelanggaran 
terhadap persaingan usaha. Hal ini tentunya dapat menciptakan konflik 
atas pelaksanaan perjanjian lisensi HKI yang dikecualikan dalam 
persaingan usaha tidak sehat. Konflik tersebut banyak ditemukan dalam 
perjanjian yang memuat klausul restrictive business practice, tie-in, grant 
back, termasuk klausul pooling licensing dan cross licensing.152  
Sebelumnya penulis telah memberikan pengertian mengenai 
klausul pooling licensing dan cross licensing. Namun, untuk lebih 
memperjelas, berikut penulis akan menggambarkan penjelasan terkait 
dengan klausul tersebut dalam bentuk bagan agar lebih memudahkan 
dalam memahaminya.153 
 
                                                          
152 Endang Purwaningsih, Op Cit, hlm. 103. 
153 Bagan pooling licensing dan cross licensing ini merupakan bagan yang dibuat oleh 
penulis berdasarkan olahan hasil wawancara dengan pihak KPPU KPD Makassar terkait 
dengan unsur-unsur klausul tersebut. Selain itu, rumusan bagan ini juga merupakan 
kesimpulan dari beberapa literatur yang dibaca oleh penulis. 
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 Menurut Peraturan KPPU No. 2 tahun 2009, pooling licensing 
merupakan tindakan para p 
elaku usaha untuk saling bekerjasama dengan para mitra usahanya untuk 
menghimpun lisensi HKI terkait dengan komponen produk tertentu.154 
Untuk memahami pengertian tersebut, maka penulis akan menguraikan 
unsur-unsur dari pengertian tersebut yakni: 
1. Tindakan para pelaku usaha dan mitranya. Tindakan ini merujuk pada 
perilaku pasar155 dari para pelaku usaha dan mitranya156 yang 
dilakukan dalam bentuk perjanjian lisensi. 
2. Pihak dalam pooling licensing. Pihak tersebut meliputi pelaku usaha, 
para mitra serta pemegang HKI (hak cipta, merek, paten, varietas 
tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit 
terpadu). 
3. Pelaku usaha dan mitranya melakukan penghimpunan lisensi. 
Penghimpunan lisensi (pooling licensing) dilakukan melalui perjanjian 
lisensi dengan klausul pooling yakni menghimpun dari beberapa 
pemegang HKI. 
4. Perjanjian tersebut terkait dengan komponen produk tertentu. 
Maksud dari komponen produk tertentu ini adalah pelaku usaha 
                                                          
154 Peraturan KPPU No. 2 tahun 2009, Op Cit, hlm. 13. 
155 Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) UU No. 5 tahun 1999, perilaku pasar adalah tindakan 
yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli 
barang dan atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba,  
pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan. 
156 Mitra adalah pelaku usaha lain yang bermakna sebagai pelaku usaha yang 
mempunyai hubungan vertikal maupun horizontal yang berada dalam satu rangkaian 
produksi, distribusi dan bukan merupakan pesaingnya. 
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melakukan pooling licensing dengan para pemegang HKI yang berbeda 
maupun pemegang HKI yang sama namun dengan komponen yang 
berbeda. Komponen produk tertentu merupakan sesuatu yang tidak 
bisa dipersaingkan satu sama lain karena masing-masing saling 
melengkapi untuk membuat satu kesatuan produk. 
Misalnya dalam pembuatan produk air minum kemasan tentunya dalam 
produk tersebut terdapat beberapa komponen HKI yang berbeda 
maupun sama.  
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 Sedangkan, cross licensing merupakan tindakan saling 
melisensikan HKI antar para pelaku usaha dengan mitranya, biasanya hal 
tersebut dilakukan dalam kegiatan Research and Development (R&D).157 
Untuk memahami pengertian tersebut, maka penulis juga akan 
menguraikan unsur-unsur dari pengertian tersebut yakni: 
1. Tindakan para pelaku usaha dan mitranya. Tindakan ini merujuk 
pada perilaku pasar dari para pelaku usaha dan mitranya yang 
dilakukan dalam bentuk perjanjian lisensi. 
2. Pihak dalam cross licensing. Pihak tersebut meliputi pelaku usaha 
dan para mitra usahanya yang masing-masing memiliki HKI atas 
suatu produk tertentu. 
3. Pelaku usaha dan mitranya melakukan lisensi silang. Lisensi silang 
(cross licensing) merupakan tindakan saling melisensikan HKI yang 
dilakukan melalui perjanjian lisensi dengan klausul cross. 
4. Perjanjian  tersebut biasanya dilakukan dalam kegiatan Research 
and Development (R&D). Kegiatan Research (penelitian) and 
Development (pengembangan) adalah suatu kegiatan yang 
diperlukan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem 
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi menentukan bahwa: 
Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah 
dan metode ilmiah secara sistematis untuk memeroleh 
                                                          
157 Peraturan KPPU No. 2 tahun 2009, Loc Cit. 
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informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan 
pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak 
benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah 
bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
 
Sedangkan Pasal 1 ayat (5) menentukan bahwa: 
 
Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori 
ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk 
meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau 
menghasilkan teknologi.  
 
 Dalam konteks perjanjian lisensi, kegiatan R&D biasanya dilakukan 
untuk menghasilkan penemuan atau inovasi. Penemuan dalam R&D 
dapat bermakna gagasan-gagasan, sketsa atau model bagi produk-
produk atau proses-proses baru yang dipatenkan. Inovasi dalam R&D 
dapat bermakna, ketika sebuah produk baru dipasarkan atau sebuah 
proses baru digunakan dalam konteks komersial, yang mencerminkan 
proses pengembangan, produksi dan pemasarannya.  
 Menurut KPPU, baik klausul pooling licensing maupun cross 
licensing, keduanya mencakup semua jenis HKI. Namun, dalam beberapa 
literatur, di negara lain umumnya menggunakan istilah cross licensing 
hanya untuk akses hak paten. 
A cross-license is an agreement between two firms that allows 
each to practice the others patents. Cross-licensing has been a 
widespread practice for a long time. For instance, report that, in 
many industries, cross-licensing accounts for a significant share of 
all licensing arrangements: 50% in the telecommunications and 
broadcasting industry, 25% in the electronic components sector, 
23% in the pharmaceutical industry, etc. Cross-licensing is 
therefore likely to have an impact on competition in a large number 
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of sectors.158 (Lisensi silang adalah perjanjian antara dua 
perusahaan yang mengizinkan untuk melaksanakan paten. Lisensi 
silang telah dipraktikkan secara meluas untuk waktu yang lama. 
Misalnya berdasarkan laporan, dalam banyak industri, lisensi 
silang telah mengambil bagian yang signifikan dari semua 
pengaturan lisensi: 50% di industri telekomunikasi dan penyiaran, 
25% di sektor komponen elektronik, 23% di industri farmasi dll. 
Oleh karena itu, lisensi silang mungkin memiliki dampak kompetisi 
di sejumlah sektor yang besar).  
 Berdasarkan bagan pooling licensing dan cross licensing yang 
sebelumnya penulis jelaskan, secara kasat mata kedua klausul tersebut 
merupakan suatu klausul yang tidak menimbulkan dampak anti 
persaingan dan sah-sah saja apabila dilakukan oleh para pelaku usaha 
untuk mengefisiensikan kegiatan usahanya serta memadukan teknologi-
teknologi pelengkap. 
 Selain itu, klausul pooling licensing dan cross licensing dalam 
perjanjian lisensi itu sendiri tidak serta merta dinilai sebagai sesuatu yang 
anti persaingan tetapi masuk kategori yang dikecualikan. Menurut KPPU, 
setiap orang hendaknya memandang ketentuan pengecualian tersebut 
tidak secara harfiah atau sebagai pembebasan mutlak dari segenap 
larangan yang ada. Setiap orang hendaknya memandang pengecualian 
tersebut dalam konteks sebagai berikut:159 
1. Bahwa perjanjian lisensi HKI tidak secara otomatis melahirkan 
praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; 
                                                          
158 Yassine Lefouili and Doh-Shin Jeon, 2015, Working Papers Toulouse School of 
Economics Cross Licensing and Competition. Diakses dari: http://www.tse-fr.eu/pdf (14 
April 2016) 
159 Peraturan KPPU No. 2 tahun 2009, Op Cit, hlm. 11. 
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2. Bahwa praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang 
timbul akibat pelaksanaan perjanjian lisensi adalah kondisi yang 
hendak dicegah melalui hukum persaingan usaha;  
3. Bahwa untuk memberlakukan hukum persaingan usaha terhadap 
pelaksanaan perjanjian lisensi HKI haruslah dibuktikan: (1) Perjanjian 
lisensi HKI tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang 
ditetapkan dalam perundang-undangan HKI, dan (2) Adanya kondisi 
yang secara nyata menunjukkan terjadinya praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat;  
4. Bahwa pengecualian dari ketentuan hukum persaingan usaha 
terhadap perjanjian lisensi HKI hanya diberlakukan dalam hal 
perjanjian lisensi HKI yang bersangkutan tidak menampakkan secara 
jelas sifat anti persaingan usaha. 
Lebih lanjut KPPU menjelaskan, untuk menilai perjanjian lisensi 
dengan klausul pooling licensing dan cross licensing bersifat anti 
persaingan usaha atau tidak, maka setiap pihak hendaknya memandang 
bahwa pemberi lisensi (licensor) pada prinsipnya dapat melakukan 
perjanjian dengan klausul tersebut untuk mengefisiensikan kegiatan 
usahanya. Fakta bahwa pemberi lisensi memilih untuk berhubungan 
dengan satu penerima lisensi saja, atau memilih untuk membatasi 
76 
 
aktivitas penerima lisensi pada satu bidang penggunaan atau lokasi saja 
tidak otomatis menimbulkan anticompetitive concern.160 
Meskipun demikian, perjanjian lisensi yang memuat klausul pool 
dan cross ini tidak mutlak mengakibatkan pengaruh pro persaingan saja. 
Namun, hal yang perlu dikritisi secara lebih mendalam adalah terkait 
dengan pooling licensing dan cross licensing dalam hukum persaingan 
usaha yang dikategorikan mengandung unsur kesepakatan eksklusif 
sehingga perjanjian dengan klausul ini juga dapat mengakibatkan 
pengaruh anti persaingan pada kondisi-kondisi tertentu. 
Berdasarkan Peraturan KPPU No. 2 tahun 2009 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf b telah dijelaskan sebelumnya 
bahwa pooling licensing dan cross licensing HKI merupakan salah satu 
klausul atau unsur dalam perjanjian lisensi HKI yang terkait dengan 
adanya kesepakatan eksklusif (exclusive dealing).161 Menurut KPPU, 
istilah kesepakatan eksklusif yang dimaksud tersebut mengacu pada 
Pasal 15 UU No. 5 tahun 1999 yakni terkait dengan “perjanjian tertutup” 
(exclusive agreement/exclusive dealing).162 
Kesepakatan eksklusif yang mengacu pada perjanjian tertutup 
merupakan salah satu strategi yang ditempuh oleh pelaku usaha untuk 
meningkatkan kekuatan pasar yang akan mengganggu iklim persaingan 
dan pada akhirnya akan merugikan konsumen. Hal ini penting untuk 
                                                          
160 Oky Deviany Burhamzah, 2009, Lisensi Paten dan Hukum Persaingan Usaha, Op Cit, 
hlm. 193-194. 
161 Peraturan KPPU No. 2 tahun 2009, Op Cit, hlm. 12. 
162 Hasil wawancara dengan KPPU, Loc Cit. 
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diperhatikan karena dengan membuat perjanjian tertutup, pelaku usaha 
dapat menjalankan usahanya untuk kepentingan sendiri atau golongan 
tertentu dengan cara-cara yang dapat merugikan pelaku usaha lain. 
Perjanjian tertutup secara aktual maupun potensial berakibat secara 
umum merugikan pelaku usaha lain dan/atau konsumen dan/atau secara 
khusus melanggar/menghambat persaingan usaha yang sehat sehingga 
harus dilarang dan jika hal tersebut telah terjadi harus ditindak.  
Kemudian, menurut Federal Trade Commission, strategi 
kesepakatan eksklusif secara jelas akan mengganggu persaingan dan 
selanjutnya akan merugikan pelaku usaha lain. Bentuk hambatan masuk 
ke pasar dan/atau penutupan akses oleh pelaku usaha tertentu terhadap 
pelaku usaha lainnya (pesaing) terjadi apabila pelaku usaha yang 
mempraktikkan perjanjian tertutup kemudian menciptakan hambatan 
vertikal (vertical restraint).163 
Berdasarkan pedoman KPPU, kesepakatan eksklusif merupakan 
hal yang sangat perlu untuk dianalisis dari suatu perjanjian lisensi HKI 
demi mendapat kejelasan mengenai ada tidaknya sifat anti persaingan, 
karena pada umumnya perjanjian ini merupakan perjanjian yang dilarang. 
Bahkan menurut the Australian Competition and Consumer Commission 
(ACCC) juga secara tegas berdasarkan Article 93 the Trade Practices Act, 
bahwa pelaku usaha yang melakukan kesepakatan eksklusif haruslah 
memberikan notifikasi kepada ACCC sehingga notifikasi tersebut menjadi 
                                                          
163 Federal Trade Commission, Exclusive Dealing or Requirements Contracts. Diakses 
dari: https://www.ftc.gov. (20 Mei 2016). 
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alas hak untuk kemudian mendapatkan pengecualian dengan syarat 
adanya manfaat kepada masyarakat yang melebihi dampak negatif 
exclusive dealing terhadap persaingan.164 
Hal ini tentunya tidak bersesuaian dengan tujuan-tujuan utama 
hukum persaingan yakni:165 
1. Memelihara kondisi kompetisi yang bebas (maintenance of free 
competition). Tujuan ini dilandasi baik oleh alasan ekonomi (efisiensi 
dan persaingan) maupun ideologi (kebebasan yang sama untuk 
berusaha dan bersaing). Tujuan pemeliharaan kondisi kompetisi yang 
bebas ini sesungguhnya merupakan upaya untuk memaksimalkan 
aspek-aspek positif yang ada pada persaingan. Persaingan yang sehat 
akan membawa dampak terhadap alokasi dan realokasi sumber daya 
ekonomi secara efisien. Disamping itu, persaingan yang bebas akan 
memacu inovasi dalam teknologi maupun proses produksi. Kompetisi 
memberikan berbagai keuntungan kepada konsumen seperti harga 
yang lebih murah, produksi yang lebih besar, pelayanan yang lebih 
baik, pilihan yang lebih banyak, serta lebih inovatif, dibandingkan 
dengan keadaan dimana persaingan dibatasi. 
2. Mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi (prevention of abuse of 
economic paper). Tujuan ini sebenarnya merupakan sisi lain untuk 
melengkapi tujuan yang pertama. Sedikit perbedaan antara keduanya 
terletak pada apa yang menjadi titik berat masing-masing. Tujuan yang 
                                                          
164 Andi Fahmi Lubis (dkk), Op Cit, hlm. 8. 
165 Oky Deviany Burhamzah, 2009, Lisensi Paten dan Hukum Persaingan Usaha, Op Cit,  
hlm. 80-82. 
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pertama lebih memberi tekanan pada perlindungan kondisi tertentu, 
sementara tujuan yang kedua lebih mementingkan pelarangan tindakan 
tertentu (penyalahgunaan kekuatan ekonomi). Di samping itu, tujuan 
yang pertama dimaksudkan untuk menjamin terjadinya persaingan, 
sementara tujuan yang kedua lebih dimaksudkan untuk menjamin 
supaya persaingan terjadi secara proporsional, dalam arti pihak yang 
kuat secara ekonomi tidak merugikan pelaku usaha yang lemah dalam 
persaingan.  
3. Melindungi konsumen (protection of consumers). Di Amerika Serikat, 
persoalan perlindungan konsumen merupakan isu yang cukup 
menonjol dalam hukum persaingan usaha. The Federal Trade 
Commission (FTC), sebagai salah satu pilar penegak hukum antitrust 
AS disamping Department of Justice (DOJ), bahkan secara tegas 
menyatakan bahwa: 
Consumer choice is a powerful incentive for the sellers of any 
products to keep their prices low and their quality high....To 
ensure consumer choice, the antitrust law set two basic 
requirements: companies cannot agree to limit competition in 
ways that hurt consumers; and a single company cannot 
monopolize an industry through unfair practices.(Pilihan 
konsumen adalah insentif yang kuat untuk pelaku usaha 
terhadap produk apapun untuk menjaga harga rendah dan 
kualitas yang tinggi ....Untuk memastikan pilihan konsumen, 
hukum antitrust menetapkan dua persyaratan dasar: 
perusahaan tidak dapat membatasi persaingan dengan cara 
yang merugikan konsumen ; dan satu perusahaan tidak dapat 
memonopoli industri melalui praktik yang tidak adil). 
Dengan demikian, kesepakatan eksklusif dalam konteks klausul 
pooling licensing dan cross licensing bermakna sebagai suatu klausul 
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yang mengkondisikan bahwa pelaku usaha dan mitra melakukan 
perjanjian lisensi yang mengandung unsur kesepakatan eksklusif, 
mengkondisikan bahwa para pihak tidak akan memberikan izin atas akses 
HKI yang telah dilisensikan kepada pihak tertentu (pelaku usaha lain di 
luar mitra kerja). Dengan demikian praktik semacam ini juga dapat 
mengarah pada pemboikotan.166 Hal inilah yang mengakibatkan perjanjian 
lisensi dengan klausul tersebut meskipun dalam kondisi tertentu dapat 
mengakibatkan pro persaingan, namun dalam kondisi yang lain juga dapat 
mengakibatkan anti persaingan. 
 Pooling licensing yang dapat mengakibatkan anti persaingan 
terjadi ketika pelaku usaha dan mitranya membuat suatu kesepakatan 
dengan para pemegang HKI untuk menghimpun setiap lisensinya dan 
membuat suatu rangkaian produk. Kesepakatan ini dilakukan dalam 
bentuk perjanjian lisensi yang mengandung unsur kesepakatan eksklusif. 
Kesepakatan ini awalnya digunakan untuk mengefisiensikan kegiatan 
usaha dari proses produksi maupun pemasaran. Namun, dampak dari 
kesepakatan ini adalah membatasi pelaku usaha lain (di luar mitra kerja)  
untuk masuk ke dalam pasar bersangkutan dan melakukan perjanjian 
lisensi baik dengan para pelaku usaha yang tergabung dalam pooling 
licensing maupun dengan para pemegang HKI tadi karena pada dasarnya 
klausul pooling licensing ini merupakan klausul resktriktif (bersifat 
membatasi). Bila perjanjian ini dilakukan maka dalam jangka waktu 
                                                          
166 Hasil wawancara dengan KPPU, Loc Cit. 
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tertentu akan menciptakan mekanisme di mana pelaku usaha tersebut 
dapat melakukan pengaturan harga dan pembatasan akses sehingga 
perjanjian ini bisa mengarah pada praktik monopoli dan persaingan usaha 
tidak sehat. Dengan kata lain, bahwa dalam perjanjian lisensi dengan 
klausul pooling licensing, peserta penghimpunan secara kolektif memiliki 
kekuatan untuk menguasai produksi maupun pemasaran barang dan jasa 
dalam pasar bersangkutan. Praktik semacam ini dapat mengarah pada 
perilaku oligopoli. 
 Dalam konteks cross licensing juga dapat mengakibatkan anti 
persaingan pada situasi-situasi di mana keikutsertaan pelaku usaha 
tertentu yang saling melisensikan HKInya justru menghambat atau 
menghalangi pelaku usaha lainnya agar tidak terlibat dalam penelitian dan 
pengembangan (R&D), sehingga menghambat inovasi. Perjanjian ini 
cenderung menyebabkan masalah-masalah persaingan yang 
mencantumkan pesaing potensial dalam penelitian dan pengembangan. 
Berkaitan dengan pesaing potensial dalam pasar yang relevan, hal yang 
perlu dicermati pula adalah terhadap perjanjian lisensi HKI dengan klausul 
cross licensing juga dapat melahirkan konflik antara sesama mitra 
usahanya. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa klausul cross 
licensing umumnya melibatkan dua atau lebih pelaku usaha yang saling 
bermitra untuk mengembangkan inovasi, produksi maupun 
pemasarannya. Hal ini perlu dikritisi ketika salah satu pihak yang 
mengadakan perjanjian tersebut, berubah menjadi kompetitor sehingga 
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pihak lainnya akan dirugikan akibat terjadinya perjanjian lisensi dengan 
klausul cross licensing tersebut. 
 Berkaitan dengan pelaku usaha baik secara tersirat maupun 
terang-terangan telah melakukan perjanjian dengan klausul pooling 
licensing dan cross licensing HKI yang bersifat anti persaingan maka 
langkah selanjutnya adalah membuktikan kemungkinan terjadinya praktik 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menurut KPPU, batasan-
batasan dari klausul pooling licensing dan cross licensing yang dapat 
dikategorikan bersifat anti persaingan atau tidak adalah dengan melihat 
instrumen utama untuk menilai dan bisa dijadikan sebagai bukti dokumen 
terhadap ada tidaknya kesepakatan eksklusif yang menimbulkan 
terjadinya anti persaingan adalah dengan adanya perjanjian.167 Perjanjian 
inilah yang kemudian menjadi bukti autentik untuk membuktikan adanya 
sifat anti persaingan.  
Dalam praktiknya di negara-negara lain adalah Pertama, untuk 
pooling licensing dan cross licensing memang secara jelas termuat dalam 
perjanjian lisensi. Namun, unsur kesepakatan eksklusifnya ini yang tidak 
dapat ditemukan secara jelas dalam suatu kontrak bisnis, namun hanya 
bisa ditafsirkan berdasarkan unsur-unsur dari klausul kontrak tersebut. 
Selain itu, karena tidak tertuang secara jelas dalam kontrak, unsur 
kesepakatan eksklusif ini hanya bisa dideteksi berdasarkan dampaknya 
terhadap suatu aktivitas bisnis pada pasar bersangkutan.  
                                                          
167 Hasil wawancara dengan KPPU, Loc Cit. 
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Kedua, dalam perkembangan usaha saat ini, menurut KPPU, 
pelaku usaha cenderung melakukan kesepakatan eksklusif secara lisan 
agar lebih memudahkan dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu. 
Kendatipun, pooling licensing dan cross licensing dimuat dalam bentuk 
kontrak, namun kesepakatan eksklusifnya inilah yang tidak termuat dalam 
kontrak dan hanya berdasarkan kesepakatan secara lisan sehingga 
perjanjian lisensi dengan klausul tersebut akan sangat bertentangan 
dengan syarat-syarat perjanjian lisensi yang seharusnya pro persaingan. 
Umumnya dalam hukum persaingan usaha ketika pelaku usaha 
melakukan kesepakatan secara lisan maka KPPU akan melakukan 
penafsiran di mana KPPU akan menganalisis adanya indikasi perilaku 
maupun tindakan pelaku usaha yang bertentangan dengan UU No. 5 
tahun 1999 berdasarkan indikator penilaian tertentu. Penafsiran inilah 
yang akan dikuatkan oleh keterangan ahli sehingga mempunyai kekuatan 
hukum yang kuat. Dengan demikian, meskipun kesepakatan eksklusif 
tersebut tidak dimuat dalam suatu kontrak, namun KPPU akan 
menganalisis adanya indikasi pelanggaran dari perilaku pelaku usaha 
yang akan dikuatkan oleh ahli. Sehingga proses pembuktiannya akan 
menggunakan pembuktian secara tidak langsung (indirect evidence).168 
Hukum persaingan usaha menentukan klausul pooling licensing 
dan cross licensing sebagai suatu klausul yang mengandung kesepakatan 
eksklusif apabila dari tindakan tersebut berdampak pada pembuatan 
                                                          
168 Penulis akan menjelaskan mengenai indirect evidence pada bagian penegakan 
hukum oleh KPPU. 
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produksi atau pemasaran terhadap suatu produk dikuasai secara dominan 
oleh suatu pelaku usaha tertentu sehingga pelaku usaha lain sulit untuk 
bersaing secara efektif, maka klausul tersebut dapat dipandang sebagai 
klausul yang jelas bersifat anti persaingan usaha.169 Adapun cara yang 
dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana dampak yang ditimbulkan 
dari suatu perjanjian dengan klausul pooling licensing dan cross licensing 
adalah apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha 
menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu.170 
Dengan demikian, klausul pooling licensing dan cross licensing 
dapat dinilai melalui pendekatan rule of reason yakni dengan menilai 
akibat/dampak perjanjian atau kegiatan usahanya, guna menentukan 
apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau 
mendukung persaingan. Sehingga, ketentuan yang mengatur mengenai 
pooling licensing dan cross licensing yang dirumuskan secara rule of 
reason tersebut tidak dilarang, asalkan tidak mengakibatkan terjadinya 
persaingan usaha tidak sehat ataupun pelaku usaha yang melakukan 
perjanjian lisensi dengan klausul tersebut tidak mengandung unsur 
kesepakatan eksklusif. Hal ini mengakibatkan dibutuhkannya analisis 
mendalam ataupun penafsiran yang baik dalam menilai serta 
membuktikan dampak dari klausul ini sehingga hal ini tentunya akan 
menjadi tantangan bagi Indonesia ke depannya. 
                                                          
169 Peraturan KPPU No. 2 tahun 2009, Op Cit, hlm. 13. 
170Lihat Pasal 17 ayat (2) huruf c UU No. 5 tahun 1999. 
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Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian lisensi dengan klausul 
pooling licensing dan cross licensing mengandung sifat anti persaingan 
atau tidak maupun dikecualikan atau tidak dalam hukum persaingan 
usaha, maka hal tersebut telah diatur dalam Pedoman KPPU No. 2 tahun 
2009 adalah sebagai berikut:171 
1. Pertama, perjanjian lisensi sebagai salah satu bentuk perjanjian yang 
dikecualikan dalam hukum persaingan usaha, sebelum diperiksa lebih 
lanjut perlu diperjelas mengenai hal yang akan dianalisis mengenai 
kemungkinan penerapan pengecualian Pasal 50 huruf b. Apabila yang 
menjadi masalah ialah penolakan untuk memberikan lisensi (refusal to 
licensee) dan bukan lisensi itu sendiri maka perlu dianalisis HKI yang 
dimintakan lisensinya dapat dikategorikan merupakan prasarana yang 
sangat penting (essential facilities). Apabila tidak termasuk kategori 
essential facilities maka pengecualian dapat diberikan, namun 
sebaliknya apabila termasuk kategori essential facilities maka tidak 
dapat diberikan pengecualian sehingga ditindaklanjuti mengenai 
kemungkinan pelanggaran UU No.5 Tahun 1999. 
2. Kedua, hal yang perlu diperiksa adalah apakah perjanjian yang menjadi 
pokok permasalahan adalah perjanjian lisensi HKI. Apabila perjanjian 
tersebut bukan perjanjian lisensi HKI, maka pengecualian tidak berlaku. 
3. Ketiga, perlu diperiksa apakah perjanjian lisensi HKI tersebut telah 
memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang, yaitu berupa 
                                                          
171 Peraturan KPPU No. 2 tahun 2009, Op Cit, hlm. 11-12. 
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pencatatan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Apabila 
perjanjian lisensi HKI tersebut belum dicatatkan, maka pengecualian 
tidak berlaku. 
4. Keempat, perlu diperiksa apakah dalam perjanjian lisensi HKI tersebut 
terdapat klausul-klausul yang secara jelas mengandung sifat anti 
persaingan. Adapun klausul-klausul tersebut meliputi pooling dan cross 
licensing, tying arrangement, pembatasan bahan baku, pembatasan 
produksi dan penjualan, pembatasan penjualan dan harga jual kembali, 
lisensi kembali (grant back). Apabila indikasi yang jelas tidak 
ditemukan, maka terhadap perjanjian lisensi HKI tersebut berlaku 
pengecualian dari ketentuan-ketentuan hukum persaingan usaha. 
Poin keempat inilah yang menjadi titik poin pada pooling licensing 
dan cross licensing yang mengandung unsur kesepakatan eksklusif. 
Klausul lisensi jenis ini merupakan klausul yang diidentifikasi bersifat anti 
persaingan. Apabila diketemukan hal yang bersifat eksklusif tersebut 
seterusnya perlu diperiksa mengenai latar belakang, tujuan, alasan dari 
pencatuman ketentuan tersebut.172  
Apabila tidak diketemukan sifat anti persaingan dalam perjanjian 
lisensi tersebut maka penerapan Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 
dapat dilaksanakan. Dengan kata lain perjanjian lisensi tersebut 
dikecualikan. Sebaliknya, apabila diketemukan sifat anti persaingan dalam 
perjanjian lisensi tersebut maka pengecualian tidak dapat diterapkan 
                                                          
172Ibid, hlm.  20. 
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sehingga pemeriksaan kasus dilanjutkan untuk memeriksa mengenai 
kemungkinan terjadinya bentuk praktik monopoli dan/atau persaingan 
usaha tidak sehat.173 
Dalam Pedoman KPPU, sifat anti persaingan dapat diketahui 
dengan adanya dampak sebagai berikut:174 Pertama, pemusatan 
kekuatan ekonomi yang terjadi ketika pemegang hak menjadi satu-
satunya pihak yang mengadakan usaha untuk itu atau ketika pemegang 
hak hanya menunjuk perusahaan tertentu saja sebagai penerima lisensi. 
Kedua, penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran dapat terjadi 
ketika barang dan/atau jasa tersebut hanya dibuat dan/atau dipasarkan 
oleh pemegang hak dan penerima lisensinya. Ketiga, persaingan usaha 
tidak sehat dapat terjadi ketika kegiatan usaha pemegang hak dan/atau 
penerima lisensi dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum 
atau menghambat persaingan usaha. Keempat, terjadinya kerugian 
terhadap kepentingan umum akibat kegiatan usaha pemegang hak 
dan/atau penerima lisensi dipandang dapat mencederai kepentingan 
orang banyak. Kesepakatan eksklusif umumnya membatasi hak pemberi 
lisensi (pemegang HKI) untuk memberi lisensi kepada pihak lain (pelaku 
usaha lain) dan mungkin juga untuk menerapkan teknologi itu sendiri dan 
penerima lisensinya merupakan pesaing aktual atau potensial dalam 
teknologi atau pasar barang yang relevan. 
                                                          
173 Ibid. 
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Menurut KPPU, di Indonesia sampai saat ini belum pernah 
menerima laporan dan atau menemukan perilaku pelaku usaha yang 
melakukan perjanjian yang memiliki klausul pooling licensing dan cross 
licensing.175 Hal ini sangatlah wajar, mengingat bahwa pengaturan terkait 
klausul pooling licensing dan cross licensing memang sangat kurang, 
bahkan hanya terdapat dalam Peraturan KPPU No. 2 tahun 2009, itupun 
hanya dibahas secara umum saja, tanpa adanya penjelasan maupun 
penafsiran yang lebih detail. Bahkan untuk pengaturan terkait perjanjian 
lisensi itu sendiri, sampai saat ini hanya diatur dalam Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 8 tahun 2016 tentang Syarat dan Tata 
Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Hak Kekayaan 
Intelektual (Permenkumham No. 8 tahun 2016) serta pengaturan terkait 
lisensi HKI yang termuat dalam UU yang berkaitan dengan HKI. Padahal, 
isu terkait pooling licensing dan cross licensing ini bukanlah merupakan 
isu yang baru di dunia persaingan usaha.176 
Di Amerika Serikat, secara tegas cross licensing dan pooling 
arrangement termuat dalam Federal Trade Comission Act (FTC Act) yang 
mengatur metode-metode persaingan yang tidak baik dan tidak sah 
menurut hukum yang mempengaruhi perdagangan, undang-undang 
penipuan atau ketidakadilan dan praktik-praktik yang mempengaruhi 
perdagangan.177 
                                                          
175 Hasil wawancara dengan KPPU, Loc Cit. 
176 Nomenklatur pooling licensing dan cross licensing yang digunakan di berbagai negara 
(Amerika, Eropa dan Jepang) adalah “perjanjian”. 
177 Endang Purwaningsih, Op Cit, hlm 112. 
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Berdasarkan Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual 
Property yang dikeluarkan oleh U.S Department of Justice (DOJ) and The 
Federal Trade Commission (FTC) menentukan bahwa cross licensing dan 
pooling arrangement adalah persetujuan dari dua atau lebih pemegang 
HKI yang berbeda untuk saling melisensikan satu sama lain atau kepada 
pihak ketiga. Pengaturan ini dapat memberikan manfaat pro persaingan 
dengan memadukan teknologi-teknologi pelengkap, mengurangi biaya 
transaksi, membersihkan posisi yang menghambat, menghindari biaya 
tuntutan pelanggaran, dan mempertinggi penyebaran teknologi. Dengan 
mempromosikan penyebaran teknologi, pengaturan cross licensing dan 
pooling arrangement dapat mengakibatkan pro persaingan. Di sisi lain, 
perjanjian ini juga bisa menyebabkan pengaruh anti persaingan dalam 
kondisi tertentu.178 
Cross licensing dan pooling arrangements dapat memiliki efek anti 
persaingan ketika terjadi pengekangan harga secara kolektif dan 
pembatasan output dalam penghimpunan lisensi, seperti pemasaran 
dalam HKI yang dikumpulkan dengan mengatur harga secara kolektif atau 
dikoordinasikan dalam pembatasan output, dapat dianggap melanggar 
hukum jika para pelaku usaha tidak memberikan kontribusi terhadap 
integrasi efisiensi dalam meningkatkan aktivitas bisnis antara pelaku 
usaha.179 
                                                          
178 U.S Department of Justice and The Federal Trade Commission, 1995, Antitrust 
Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, Op Cit, p. 28. 
179 Ibid. 
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Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights, Promoting 
Innovation and Competition Guidelines Chapter 3: Antitrust Analysis of 
Portfolio Cross Licensing Agreements and Patent Pool kemudian 
menentukan bahwa meskipun kedua cross licensing and patent-pooling 
arrangement memiliki potensi untuk menghasilkan efisiensi yang 
signifikan, keduanya juga dapat menghasilkan efek anti persaingan, jika 
pengaturan tersebut mengakibatkan penetapan harga, pembatasan 
produksi yang terkoordinasi dengan antar pesaing, atau menghambat 
inovasi.180 Hal ini terutama terjadi ketika cross licensing antara 
perusahaan yang bersaing, baik dalam memproduksi barang dan jasa, 
dalam perjanjian lisensi HKI, atau dalam kegiatan R&D. Hal tersebut patut 
diwaspadai ketika cross licensing ini dapat menghambat persaingan. 
Menurut U.S Departmen of Justice, pada dasarnya mereka menganalisis 
masalah cross licensing dan pooling arrangements dengan cara yang 
sama seperti menganalisis perjanjian lisensi dalam Section 1 of the 
Sherman Antitrust Act yakni (1) Apakah suatu lisensi akan menghambat 
persaingan atau kemungkinan tidak menghambat? dan jika lisensi dapat 
mengakibatkan efek anti persaingan, apakah ancaman tersebut lebih 
besar dari manfaat pro persaingan? Keduanya merupakan pertanyaan 
dasar, apakah termasuk anti persaingan atau pro persaingan. Maka dari 
                                                          
180 United States, 2007, Chapter 3: Antitrust Enforcement and Intellectual Property 
Rights: Promoting Innovation and Competition Guidelines, Loc Cit. 
91 
 
itu, untuk menganalisis hal tersebut digunakan pendekatan rule of 
reason.181 
Di Eropa, kebijakan persaingan usaha diatur dalam European 
Competition Law dari European Community (EC) yang ditentukan dalam 
The Rome Treaty (Pakta) tahun 1958 dan juga dalam hukum nasional 
pada masing-masing anggota EC. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk 
menghilangkan praktik-praktik yang mengganggu integrasi ekonomi 
negara-negara anggota EC dalam satu pasar Eropa.182 Berdasarkan 
Pasal 85 Pakta tersebut ditentukan bahwa suatu perjanjian yang 
mencegah, melarang atau menyimpang dari persaingan dalam EC 
dilarang dan secara otomatis tidak berlaku dan menjadi subjek 
penyelidikan dan hukuman oleh European Commission dan Pasal 86 
Pakta tersebut melarang penyalahgunaan sebuah posisi yang dominan 
oleh satu perusahaan saja.183 
Pasal 85 Pakta tersebut dibagi menjadi tiga bagian utama. Pasal 85 
ayat (1) menentukan contoh-contoh perjanjian yang tidak wajar, seperti 
perjanjian yang menentukan harga, kontrol, atau membagi pasar atau 
perjanjian yang berisi ketentuan yang mengikat. Pasal 85 ayat (2) 
menentukan bahwa perjanjian yang dilarang menurut Pasal 85 ayat (1) 
otomatis tidak berlaku dan tidak boleh diterapkan. Namun, dalam Pasal 85 
ayat (3) membuka kemungkinan pengecualian atas perjanjian yang 
                                                          
181 Joel I. Klein, 1997, Cross Licensing and Antitrust Law. Diakses dari: 
https://www.justice.gov.(20 Mei 2016). 
182 Endang Purwaningsih, Op Cit, hlm. 136. 
183 Oky Deviany Burhamzah, 2009, Lisensi Paten dan Hukum Persaingan Usaha, Op Cit, 
hlm. 175. 
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sebaliknya dilarang oleh Pasal 85 ayat (1) pada kasus-kasus di mana 
perjanjian tersebut memenuhi kondisi-kondisi tertentu.184 Suatu perjanjian 
memenuhi syarat pengecualian menurut Pasal 85 ayat (3) Pakta, apabila 
perjanjian itu telah memenuhi syarat berikut:185 
1. Perjanjian itu harus berkontribusi terhadap perkembangan produksi 
atau distribusi barang atau promosi kemajuan teknis; 
2. Perjanjian tersebut harus mempermudah konsumen untuk 
mendapatkan bagian keuntungan yang adil; 
3. Perjanjian tersebut tidak boleh menerapkan larangan/batasan yang 
tidak diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan yang 
menguntungkan para pihak; 
4. Perjanjian tersebut tidak boleh memberi kesempatan kepada para 
pihak untuk menghilangkan persaingan antar mereka di pasar 
produk yang relevan. 
Ada dua jenis pengecualian. Pertama, “negative clearance” yang 
pada dasarnya merupakan pengaturan bahwa perjanjian tersebut tidak 
memenuhi kondisi larangan. Jenis pengecualian Kedua adalah 
“pengecualian hambatan/block exemption”, yang diberikan secara 
otomatis tanpa suatu pemberitahuan atau tindakan resmi lainnya, 
terhadap kategori perjanjian yang ditentukan dalam beberapa peraturan 
yang dikeluarkan. Kebanyakan pengecualian hambatan bisa dipahami 
                                                          
184 Endang Purwaningsih, Op Cit, hlm 113. 
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sebagai pembuatan “white list, “gray list”, dan “black list”, yang masing-
masing mempunyai pengaruh umum berikut:186 
1. Praktik-praktik pada “white list” tidak dianggap mempunyai pengaruh 
kompetitif, karena itu diluar cakupan Pasal 85 ayat (1) dan tidak perlu 
diberitahukan atau dibenarkan; 
2. Praktik-praktik pada “grey list” diakui sebagai persaingan ketat dan 
akan melanggar Pasal 85 ayat (1), namun ada kecenderungan 
bahwa praktik-praktik ini akan dianggap baik bila perjanjian 
diberitahukan; 
3. Praktik-praktik pada “black list” jelas-jelas melanggar Pasal 85 ayat 
(1) dan secara otomatis tidak bisa dikecualikan menurut aturan 
tersebut, dan praktik ini tidak akan diizinkan meskipun diminta 
pengecualian khusus dengan pemberitahuan. 
Aturan yang sama dalam Rome Treaty, juga termuat dalam Treaty 
on the Functioning of the European Union (TFEU)187 yang memiliki empat 
pilar kebijakan. Pertama, adalah kebijakan mengenai kartel, lisensi, 
kontrol kolusi dan praktik-praktik anti kompetisi, diatur dalam Pasal 101 
TFEU. Kedua, adalah pengaturan pasar dominan, diatur dalam Pasal 102 
TFEU. Ketiga, adalah pengaturan mengenai merger, akuisisi dan joint 
venture yang melibatkan perusahaan yang memiliki market share yang 
jumlahnya signifikan. Keempat, tentang sejauh mana bantuan negara 
                                                          
186 Ibid, hlm 113-114. 
187 The Treaty  on the Functioning  of the European Union (TFEU) 2007 adalah 
amandemen dari The Treaty of Lisbon yang merupakan salah satu bagian dari The 
Rome Treaty 1958. (European Union, 2015, Glossary: Treaties of Rome-Statistics 
Explained. Diakses dari: ec.europa.eu. (18 Mei 2016)). 
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terhadap perusahaan di lingkup negaranya mendapatkan toleransi dalam 
hukum Uni Eropa, diatur dalam Pasal 107 TFEU.188 
Baik dalam Rome Treaty maupun TFEU, tidak diatur mengenai 
pooling licensing dan cross licensing secara lebih mendalam. Peraturan-
peraturan tersebut hanya mengatur secara umum terkait dengan praktik-
praktik yang tidak wajar dan pembatasan-pembatasan yang terdapat 
dalam suatu perjanjian lisensi. Namun, peraturan mengenai cross 
licensing dan technology pools banyak disinggung dalam European 
Competition Rules on Intellectual Property Licensing seperti dalam The 
Technology Transfer Block Exemption Regulation (TTBER). Dalam 
peraturan tersebut, ditentukan bahwa: 
In general terms, the TTBER treats reciprocal agreements (i.e. where 
there is a two-way flow of technology or cross-licences, whether in 
the same or separate contracts) less favourably (or more strictly) 
from a competition perspective than -reciprocal agreements (i.e. 
where the technology flows one-way only, or where there is a two-
way flow on non- competing technologies). This is on the basis that 
there is greater potential for market foreclosure when competing 
technologies are cross-licensed.189 (Secara umum, TTBER 
memperlakukan perjanjian timbal balik (yaitu di mana ada dua aliran 
arah teknologi atau lisensi silang, baik dalam kontrak yang sama 
atau terpisah). Kontrak tersebut kurang menguntungkan (atau lebih 
ketat) dari perspektif persaingan dari perjanjian (yaitu di mana 
teknologi mengalir satu arah saja, atau di mana ada aliran dua arah 
pada teknologi non bersaing). Ini adalah atas dasar bahwa ada 
potensi yang lebih besar untuk terciptanya hambatan pasar ketika 
teknologi bersaing dilisensikan dengan lisensi silang). 
 
Lebih lanjut berdasarkan TTBER, juga secara tegas mengatur 
mengenai pembatasan-pembatasan dalam perjanjian lisensi yang 
                                                          
188 Lihat Treaty on the Functioning  of the European Union (TFEU). Diakses dari: 
www.eudemocrats.org (18 April 2016) 
189 Slaughter and May, Loc Cit. 
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membatasi atau mengacaukan persaingan yang dapat dikategorikan 
dalam tiga macam, yakni 1). white clause (klausul yang memperbolehkan 
perjanjian lisensi dilaksanakan karena tidak bertentangan dengan pasal di 
atas; 2). gray clause (klausul dalam perjanjian lisensi yang mungkin 
bertentangan dengan pasal 85 ayat (1) dan 3). black clause (klausul 
dalam perjanjian lisensi yang bertentangan dengan pasal tersebut). 190 
European Competition Law Guidelines menentukan secara umum 
bahwa aturan terkait cross licensing maupun pooling arrangements 
(termasuk technology pool) mungkin memiliki efek pro persaingan. 
Namun, dalam kondisi tertentu perjanjian lisensi ini dapat membatasi 
kemampuan usaha untuk mengeksploitasi teknologi, sehingga tidak 
mungkin dikecualikan. Risiko efek negatif terhadap inovasi lebih tinggi 
dalam kasus cross licensing antara pesaing di mana lisensi tersebut dapat 
memberikan kewajiban kembali pada kedua belah pihak dikombinasikan 
dengan kewajiban kedua belah pihak untuk berbagi dengan 
teknologinya.191 
Berdasarkan pemaparan di atas, maka cross licensing merupakan 
praktik yang masuk dalam kategori Pasal 85 ayat (1) Pakta EC di mana 
perjanjian ini dapat mengakibatkan praktik-praktik perjanjian yang tidak 
wajar, seperti perjanjian yang menentukan harga, kontrol, membagi pasar 
atau perjanjian yang berisi ketentuan yang mengikat serta dapat 
                                                          
190 European Commission,Competition and Dissemination of Innovation. The New Block 
Exemption Regulation For Technology Transfer Agreements. Diakses dari: 
http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp1996_020_en.html (17 April 2016) 
191 Jiyoung Han, Op Cit, p. 103. 
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menciptakan hambatan pasar sesuai dengan TTBER. Namun, karena 
perjanjian ini berkontribusi terhadap perkembangan produksi atau 
distribusi barang, maka sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 85 
ayat (3) yang membuka kemungkinan pengecualian atas perjanjian yang 
sebaliknya dilarang oleh Pasal 85 ayat (1) pada kasus-kasus di mana 
perjanjian tersebut memenuhi kondisi-kondisi tertentu, yakni ketika 
perjanjian tersebut digunakan untuk meningkatkan inovasi produk. 
Kemudian terkait dengan pembatasan-pembatasan dalam perjanjian 
lisensi yang dipahami dalam tiga bentuk yakni “white clause, “gray 
clause”, dan “black clause”, maka cross licensing merupakan praktik yang 
tergolong dalam “gray clause” yakni klausul dalam perjanjian lisensi yang 
mungkin bertentangan dengan pasal 85 ayat (1), namun ada 
kecenderungan bahwa praktik ini akan dianggap baik bila perjanjian 
diberitahukan. Oleh karena itu, perjanjian ini harus dianalisis dengan 
menggunakan pendekatan rule of reason. 
Di Jepang, berdasarkan Japan Guidelines for the Use of Intellectual 
Property Under the Antimonopoly Act oleh Japan Fair Trade Commission 
(JFTC) menentukan bahwa cross licensing mengacu pada kegiatan bisnis 
di mana beberapa pihak yang memiliki hak atas teknologi untuk saling 
melisensikan hak mereka satu sama lain. Umumnya cross licensing 
melibatkan pelaku usaha yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah 
pelaku usaha yang berpartisipasi dalam penghimpunan paten (patent 
pool) atau beberapa lisensi (multiple licensee). Dalam Japan Guidelines, 
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tidak mengenal adanya pooling licensing, yang ada hanya istilah patent 
pool (penghimpunan paten) dan multiple licensing (beberapa lisensi).192 
Dalam konteks cross licensing, jika jumlah pelaku usaha yang 
terlibat sedikit, cross licensing dapat menghasilkan efek terhadap 
pengaturan bersama pada harga, kuantitas, konsumen atau sejenisnya 
yang tidak memberikan lisensi kepada pelaku usaha lain dalam situasi 
dan dimana pelaku usaha berpartisipasi secara kolektif memegang 
pangsa pasar tertinggi untuk produk tertentu. Hal tersebut merupakan 
suatu pembatasan dari perdagangan yang tidak sehat jika secara 
substansial pembatasan persaingan di bidang perdagangan dari produk 
yang bersangkutan. Ini merupakan suatu pembatasan dari perdagangan 
yang tidak sehat untuk mengatur pelaku usaha dari penggunaan 
teknologi, yang setara dengan pembatasan ruang lingkup kegiatan usaha 
yang menggunakan teknologi, jika secara substansial pembatasan 
persaingan di bidang perdagangan yang berkaitan dengan teknologi atau 
produk.193 
Berkaitan dengan pembatasan persaingan, maka penulis akan 
menguraikan jenis pembatasan yang dikenal dalam perjanjian lisensi yang 
diatur dalam The Japan Guidelines for the Use of Intellectual Property 
Under the Antimonopoly Act oleh Japan Fair Trade Commission yakni: 
The JFTC’s Guidelines for the Use of Intellectual Property under the 
Antimonopoly Act (IP Guidelines) provide a comprehensive overview 
of the types of arrangements or agreements involving IP rights that 
                                                          
192 Japan Fair Trade Commission, 2005, Guidelines for the Use of Intellectual Property 
under the Antimonopoly Act, Loc Cit.  
193 Ibid, p, 16-17. 
98 
 
are permissible or impermissible under the Antimonopoly Act.194 The 
Guidelines describe varying degrees of restrictions based on, for 
example, their impact or effect on competition within the market, and 
theoretically can be divided into three categories: (1) Level 3 
Restrictions which have a major impact on competition, or have a 
high likelihood of being deemed anticompetitive and would very likely 
to trigger JFTC scrutiny; (2) Level 2 Restrictions which may or may 
not be deemed anticompetitive depending on the facts and 
circumstances of each case; and (3) Level 1 Restrictions which are 
the least problematic types of restrictions. Common examples within 
these categories are set forth below.195(Pedoman JFTC untuk 
Penggunaan HKI di bawah Undang-Undang Antimonopoli (Pedoman 
IP) memberikan gambaran yang komprehensif tentang jenis 
pengaturan atau perjanjian yang melibatkan perjanjian HKI yang 
diizinkan atau tidak diizinkan di bawah Undang-Undang 
Antimonopoli. Pedoman menggambarkan berbagai tingkat 
pembatasan berdasarkan, misalnya, dampak atau efek perjanjian 
tersebut pada persaingan dalam pasar, dan secara teoretis dapat 
dibagi menjadi tiga kategori yakni: (1) Kategori 3, mengatur 
pembatasan yang memiliki dampak besar pada kompetisi, atau 
memiliki kemungkinan tinggi yang dianggap anti persaingan dan 
akan sangat mungkin memicu pengawasan JFTC; (2) Kategori 2, 
mengatur pembatasan yang mungkin atau tidak mungkin akan 
dianggap anti persaingan tergantung pada fakta dan keadaan dari 
setiap kasus; dan (3) Kategori 1, mengatur pembatasan yang 
merupakan jenis pembatasan yang setidaknya bermasalah.  
 
Contoh umum dalam kategori ini ditetapkan di bawah, sebagai 
berikut: 
Pembatasan Kategori 3, terdiri dari : 
a. Pembatasan penjualan, penjualan kembali, atau harga ekspor 
pemegang lisensi untuk produk penggabungan teknologi yang 
dilisensikan; 
b. Pembatasan kegiatan R & D dari pemegang lisensi; 
                                                          
194 Tomohiko Kamimura, 2013, The Aviation Law Review Japan, Chapter 14. Section 
Licensing of Operation, p. 166. Diakses dari: http://www.squirepattonboggs.com. pdf (19 
April 2016). 
195 Squire Sanders Hammonds, 2011, License agreements under the Japan 
Antimonopoly Act. Diakses dari: http://www.lexology.com. (15 April 2016) 
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c. Pembatasan terhadap penggunaan bentuk-bentuk alternatif teknologi 
dari pemegang lisensi; dan 
d. Lisensi wajib atau pemberian lisensi eksklusif dalam perjanjian lisensi 
untuk setiap perbaikan teknologi. 
Pembatasan Kategori 2, terdiri dari: 
a. Tidak ada klausul yang menentang ataupun pernyataan yang melarang 
pemegang lisensi untuk menolak keabsahan lisensi teknologi atau 
melakukan penuntutan HKI terhadap pemberi lisensi; 
b. Lisensi silang dan penghimpunan paten dimana pihak yang melakukan 
perjanjian lisensi setuju untuk membatasi lisensi kepada pihak ketiga 
tertentu, atau jika tidak setuju untuk membatasi harga atau kuantitas 
produk menggabungkan teknologi berlisensi, atau ruang lingkup 
teknologi; 
c. Pengaturan horizontal atau vertikal yang melarang penjualan kepada 
pelaku usaha tertentu, membatasi sumber bahan baku atau membatasi 
ekspor; 
d. Biaya lisensi (royalti) yang tidak terkait dengan pemanfaatan teknologi 
berlisensi; dan 
e. Persyaratan untuk pembayaran royalti bahkan setelah basis untuk 
lisensi teknologi (misalnya, lisensi hak paten) telah dihapuskan. 
Pembatasan Kategori 1, terdiri dari: 
a. Pembatasan ruang lingkup penggunaan teknologi berlisensi; 
b. Pembatasan geografis atau wilayah; 
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c. Pembatasan periode lisensi; 
d. Pembatasan sublisensi; 
e. Persyaratan jumlah minimum untuk produk yang menggunakan, 
menggabungkan atau menjual dalam penerapan teknologi berlisensi; 
dan; 
f. Persyaratan yang memberikan lisensi-lisensi non-eksklusif kepada 
pemegang lisensi untuk perbaikan dalam teknologi berlisensi. 
Of the three types of restrictions, the Level 2 Restrictions pose the 
thorniest problems, including whether such restrictions will be 
deemed anticompetitive or, worse, come under JFTC scrutiny.196 
 (Dari ketiga jenis pembatasan, kategori pembatasan yang ke-2, 
menimbulkan masalah paling sulit, termasuk apakah pembatasan 
tersebut akan dianggap anti persaingan atau, lebih buruk lagi, tidak 
berada di bawah pengawasan JFTC).  
 
Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan tersebut, JFTC juga 
telah mengatur suatu pedoman mengenai peraturan praktik-praktik 
perdagangan yang tidak jujur terkait dengan perjanjian lisensi paten dan 
pengetahuan teknik (know-how) tahun 1989 serta The Antimonopoly Act 
Guidelines Concerning Joint Research and Development (R&D) tahun 
1993, yang intinya membagi praktik-praktik seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya menjadi 3 jenis pembatasan yakni: (1) Pembatasan yang 
pada prinsipnya dianggap tidak dapat dimasukkan dalam praktik 
perdagangan yang tidak jujur, yaitu yang dikenal sebagai klausul putih 
(white clause), (2) Pembatasan yang mungkin dapat digolongkan sebagai 
praktik dagang tidak jujur, yaitu yang disebut sebagai klausul kelabu (gray 
                                                          
196 Ibid. 
101 
 
clause), (3) Pembatasan-pembatasan yang amat mungkin dianggap 
sebagai praktik dagang tidak jujur yaitu yang dikenal sebagai klausul 
hitam (black clause). 197 
Jika kita mencermati pembagian pembatasan pada perjanjian oleh 
JFTC dalam JFTC’s Guidelines for the Use of Intellectual Property under 
the Antimonopoly Act, maka sekilas pembagian pembatasan tersebut 
sama dengan pembagian pembatasan perjanjian pada The Antimonopoly 
Act Guidelines Concerning Joint Research and Development (R&D) di 
mana pembatasan kategori 3 sama dengan black clause, pembatasan 
kategori 2 sama dengan gray clause serta pembatasan kategori 1 sama 
dengan white clause. Hal ini berarti pembatasan kategori 2 yang sama 
dengan gray clause merupakan pembatasan dalam cakupan perjanjian 
lisensi dengan klausul pooling licensing dan cross licensing yang 
menimbulkan masalah paling sulit, termasuk apakah pembatasan tersebut 
akan dianggap anti persaingan atau tidak dan lebih buruk lagi, tidak 
berada di bawah pengawasan JFTC. Dengan kata lain, berdasarkan 
penjelasan di atas, secara jelas bahwa cross licensing ini merupakan 
suatu klausul pembatasan (restrictive clause) dalam perdagangan yang 
tidak sehat. 
Dengan demikian, baik cross licensing maupun pooling 
arrangements (termasuk patent pool), para pelaku usaha dapat secara 
                                                          
197 Mitsuo Matsushita, 1996, The Intersection of Industrial Policy and Competition: The 
Japan Experience-The Implications of the New Regime for Global Competition Policy, p. 
486-487. Diakses dari: http://scholarship.kentlaw.iit.edu. (Chicago-Kent Law Review 
Volume 72, Issue 2 Symposium on Global Competition and Publik Policy in an Era of 
Technological Integration). (17 April 2016). 
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bebas melakukan perjanjian lisensi untuk membuat suatu rangkaian 
produk ataupun berinovasi dalam kegiatan R&D tanpa takut melakukan 
pelanggaran. Oleh karena itu, keduanya dapat memecahkan masalah 
dalam melengkapi, setidaknya antara dua perusahaan, dan menjadi 
sangat pro persaingan. Namun, di sisi lain, kedua klausul tersebut juga 
dapat memiliki efek anti persaingan dalam keadaan tertentu akibat sifat 
pembatasannya, seperti ketika para pelaku usaha tersebut 
menggunakannya sebagai sarana untuk melakukan penetapan harga atau 
pembagian pasar, membatasi peluang perdagangan atau langsung 
menghambat pesaing lainnya untuk bersaing. Kedua klausul lisensi ini 
harus dianalisis dengan menerapkan pendekatan "rule of reason" untuk 
memperhitungkan kemungkinan manfaat pro persaingan maupun anti 
persaingan. Jika klausul tersebut menghambat persaingan sehat, tetapi 
pada saat yang sama meningkatkan efisiensi, maka akan diperiksa 
dengan membandingkan kedua efek pro persaingan dan anti persaingan 
atas dasar kasus per kasus (tergantung pada fakta dan keadaan dari 
setiap kasus). 
Undang-Undang antitrust atau undang-undang persaingan di negara 
yang sudah berkembang bahkan maju biasanya terkait dengan berbagai 
macam kerja sama bisnis termasuk dua perusahaan atau lebih yang 
mungkin mempunyai pengaruh khusus terhadap persaingan di pasar yang 
relevan. Undang-undang tersebut tidak hanya mencakup merger dan joint 
venture, tetapi juga mencakup kerja sama bisnis lainnya (termasuk 
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perjanjian lisensi) yang mungkin menghasilkan kombinasi aset dan 
sumber bisnis dari pesaing aktual atau potensial dengan cara yang akan 
mengurangi persaingan. Kebijakan hukum persaingan masing-masing 
negara tentu sangat bervariasi, yang pada intinya adalah menghindari 
praktik-praktik monopoli yang sengaja dilakukan serta mempengaruhi 
keadaan ekonomi negaranya secara umum, sekaligus menghindari unfair 
competition.198 
Menurut KPPU, dalam kaitannya dengan Peraturan Komisi dan 
instrumen hukum internasional lainnya maka Peraturan KPPU atau 
Peraturan Komisi adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha sebagai pedoman untuk memahami secara 
lebih jelas terkait dengan UU No. 5 tahun 1999. Pembuatan peraturan 
KPPU merupakan salah satu Tugas Komisi yang diatur di dalam Pasal 35 
UU No. 5 tahun 1999. Secara kedudukan/hierarki peraturan, peraturan 
KPPU No. 2 tahun 2009 sama dengan instrumen hukum internasional lain 
yang mengatur mengenai pooling licensing dan cross licensing. 
                                                          
198 Oky Deviany Burhamcah, 2009, Lisensi Paten dan Hukum Persaingan Usaha, Op Cit, 
hlm. 173. 
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B. Bentuk penegakan hukum dari KPPU terhadap pelaku usaha yang 
melakukan pooling licensing dan cross licensing HKI yang dapat 
menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 
 
Sebelumnya penulis telah menjelaskan bahwa terkait dengan 
kondisi pelaku usaha yang melakukan perjanjian dengan klausul pooling 
licensing dan cross licensing maka sampai saat ini, KPPU belum pernah 
menerima laporan dan atau menemukan perilaku pelaku usaha yang 
melakukan perjanjian yang memiliki klausul tersebut. Namun penanganan 
kasus pooling licensing dan cross licensing HKI dimungkinkan dilakukan di 
KPPU dan menjadi kompetensi absolut. Adapun yang menjadi kompetensi 
absolut KPPU yaitu ketika perjanjian lisensi dengan klausul tersebut 
mengandung unsur kesepakatan eksklusif (exclusive dealing/perjanjian 
tertutup) yakni apabila tindakan tersebut membuat produksi atau 
pemasaran terhadap suatu produk dikuasai secara dominan oleh suatu 
pelaku usaha, sehingga pelaku usaha lain sulit untuk bersaing secara 
efektif, maka klausul tersebut dapat dipandang sebagai klausul yang jelas 
bersifat anti persaingan karena telah menciptakan hambatan masuk pasar 
terhadap pelaku usaha lain.199  
Menurut KPPU, akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaku usaha 
yang melakukan pooling licensing dan cross licensing HKI yang dapat 
menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah 
apabila dikaitkan dengan UU No. 5 tahun 1999 dan Peraturan Komisi 
                                                          
199 Hasil wawancara dengan KPPU, Loc Cit. 
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yang menyertainya, yakni patut diduga melanggar UU No. 5 tahun 1999 
khususnya Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup (Exclusive Dealing).200 
Dalam hukum persaingan, perjanjian tertutup harus dibuktikan 
dengan mempelajari latar belakang dibuatnya perjanjian tersebut ataupun 
dapat dilakukan dengan menganalisis dampak dari dilaksanakannya hak 
dan kewajiban para pihak yang lahir dari perjanjian tertutup tersebut. Pada 
awalnya untuk dapat membuktikan bahwa perjanjian tertutup tersebut 
melanggar atau tidak melanggar ketentuan Pasal 15, maka pembuktian 
harus dilaksanakan sesuai dengan Tata Cara Penanganan Perkara 
sebagaimana diatur dalam bab VII dari UU No. 5 tahun 1999. KPPU wajib 
memerhatikan ketentuan Pasal 42 tentang alat-alat bukti, dan dalam hal 
terdapat kesulitan untuk memeroleh bukti-bukti seperti keterangan saksi, 
keterangan ahli, surat dan/atau dokumen serta keterangan pelaku usaha 
sendiri, adalah kewajiban hukum KPPU untuk menafsirkan dan 
menerapkan ketentuan Pasal 42 huruf d (petunjuk) secara luwes sehingga 
KPPU dapat mengumpulkan bukti yang diperoleh dari penilaian atau 
situasi, kondisi dan keadaan seputar perjanjian tertutup yang diduga telah 
dibuat pelaku usaha.  
Berkaitan dengan alat bukti, maka apabila KPPU tidak menemukan 
bukti tertulis dari kesepakatan eksklusif dalam perjanjian lisensi dengan 
klausul pooling dan cross, umumnya KPPU akan menggunakan alat bukti 
tidak langsung (indirect evidence) yang juga biasanya digunakan dalam 
kasus kartel. Alat bukti indirect evidence merupakan alat bukti yang tidak 
                                                          
200 Ibid. 
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dikenal di Indonesia, namun hanya dikenal di negara-negara lain seperti 
Amerika Serikat, Jepang, Australia dll. Misalnya saja, dalam yurisdiksi 
Amerika Serikat yang tidak mengharuskan pembuktian bahwa pelaku 
usaha menandatangani atau menyatakan perjanjian secara tertulis. 
Penetapan harga, persekongkolan tender, kartel, dan perjanjian lainnya 
dapat dibuktikan baik oleh bukti langsung (direct evidence) maupun 
dengan bukti tidak langsung (indirect evidence) seperti tawaran yang 
mencurigakan, laporan biaya perjalanan, rekaman telepon, catatan harian 
bisnis.201 
 Indirect evidence atau circumstantial evidence202 menurut pedoman 
Pasal 5 UU No. 5 tahun 1999, adalah suatu bentuk bukti yang tidak 
secara langsung menyatakan adanya kesepakatan (harga, pasokan, 
pembagian wilayah). Indirect evidence ini dapat digunakan sebagai 
pembuktian terhadap kondisi/keadaan yang dapat dijadikan dugaan atas 
pemberlakuan perjanjian lisan. Bentuk indirect evidence sendiri terdiri atas 
bukti komunikasi dan bukti ekonomi.203 
1. Bukti komunikasi: bukti bahwa adanya pertemuan atau 
komunikasi, tetapi tidak mengutarakan isi pokok komunikasi 
mereka. Ini meliputi, rekaman percakapan telpon antara pelaku 
                                                          
201 Akira Mairilia, 2013, Perbandingan Peranan Komisi Persaingan Usaha di Amerika 
Serikat, Australia, Perancis, Jepang dan Indonesia dalam Penyelesaian Perkara 
Persaingan Usaha, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Kekhususan Hukum 
Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 90-91. Diakses dari: lib.ui.ac.id. 
(14 Mei 2016) 
202 Menurut Nawir Messi, Indirect Evidence ini dapat ditafsirkan sebagai “petunjuk” (Pasal 
42 huruf d, UU No. 5 tahun 1999). (Hukum Online, 2014, Menakar Kekuatan 
Circumstantial Evidence di Persaingan Usaha. Diakses dari: www.hukumonline.com. (14 
Mei 2016). 
203 KPPU, 2012,  JFTC-KPPU Workshop: Indirect Evidence Kontroversi dan Analisanya 
dalam Hukum Ekonomi. Diakses dari: www.kppu.go.id. (14 Mei 2016) 
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usaha, namun tidak termasuk isi pokok yang sebenarnya dari 
komunikasi tersebut. Selain itu, perjalanan dalam partisipasi rapat. 
Bukti lain yang menunjukkan komunikasi, seperti waktu pertemuan 
membahas tentang pemanfaatan harga permintaan atau kekuatan 
harga, dokumen internal yang membuktikan pengetahuan atau 
pemahaman strategi harga pesaing, seperti pengetahuan harga 
yang akan datang.204 
2. Bukti ekonomi: Misalnya dalam kasus kartel, bukti ekonomi dapat 
membantu untuk mengidentifikasi pasar yang cenderung 
terkartelisasi. Dengan kata lain, ekonomi dapat membantu 
membuktikan adanya kartel dengan menganalisis perilaku pelaku 
usaha di pasar.205 
Bentuk penegakan hukum dari KPPU sendiri terhadap pasal-pasal 
yang dilanggar termasuk pelanggaran Pasal 15 oleh pelaku usaha 
terhadap UU No. 5 tahun 1999 telah diatur secara ringkas dalam Pasal 38 
sampai dengan 46 UU No. 5 tahun 1999. Sama halnya dengan 
pelanggaran pasal-pasal lainnya, klausul pooling licensing dan cross 
licensing HKI yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat atau lebih tepatnya pooling licensing dan cross licensing 
HKI yang mengandung unsur kesepakatan eksklusif akan di proses di 
KPPU.  
                                                          
204 Akira Mairilia, Op Cit, hlm. 91. 
205 Ibid. 
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 Pertama, setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut 
diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 15 UU No. 5 tahun 1999 
dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan dengan 
keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan 
menyertakan identitas pelapor, di mana identitas terlapor dalam hal ini 
akan dirahasiakan. Laporan ini dinamakan laporan tanpa permohonan 
ganti rugi.206 Untuk laporan dengan permohonan ganti rugi, pihak yang 
dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 5 tahun 
1999 dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan 
yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta 
kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.207 
Selain itu, komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha 
apabila ada dugaan terjadinya pelanggaran UU No. 5 tahun 1999 
walaupun tanpa adanya laporan (inisiatif).208 
Kedua, apabila pelaku usaha yang telah dilaporkan terbukti 
melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana 
diatur di dalam Pasal 47 UU No. 5 tahun 1999.209 Pasal 47 UU Persaingan 
Usaha menentukan bahwa sanksi dilaksanakan oleh badan pelaksana 
yang dikenal sebagai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), jika 
terjadi sebuah pelanggaran hukum. KPPU merupakan lembaga 
independen yang memiliki tugas utama untuk menegakkan hukum 
persaingan berdasarkan UU No. 5 tahun 1999. Dalam melaksanakan 
                                                          
206 Pasal 38 ayat (1) UU No. 5 tahun 1999. 
207 Ibid, Pasal 38 ayat (2). 
208 Ibid, Pasal 40 ayat (1). 
209 Hasil wawancara dengan KPPU, Loc Cit. 
109 
 
tugas tersebut, KPPU diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi berupa 
tindakan administratif terhadap para pelaku usaha yang terbukti 
melanggar hukum persaingan. (vide Pasal 38 huruf (j) jo Pasal 47 ayat (1) 
dan (2)).210 
Sanksi-sanksi yang dimaksud adalah: 
1. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau 
2. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi 
vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau  
3. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang 
terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau menyebabkan 
persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan 
atau  
4. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan 
penyalahgunaan posisi dominan; dan atau  
5. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan 
usaha dan  pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28; dan atau  
6. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau 
7. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua 
puluh lima miliar rupiah). 
                                                          
210 Lihat Peraturan KPPU No. 1 tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 47 tersebut, dapat disimpulkan KPPU 
berwenang untuk melakukan tindakan administratif sebagaimana yang 
diatur oleh Pasal 47 ayat (2) huruf (a) sampai dengan (g). Bentuk tindakan 
administratif tersebut dapat bersifat penghentian pelanggaran 
sebagaimana tercakup huruf (a) sampai dengan (e). Disamping itu, KPPU 
dapat pula menetapkan pembayaran ganti rugi (huruf f) dan pengenaan 
denda (huruf g).   
Ketiga, apabila telah terbukti menimbulkan dampak terhadap 
praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka langkah 
selanjutnya adalah penghentian pelanggaran (Pasal 47 ayat (2) huruf (a) 
sampai dengan (e)). Dalam kasus yang berkaitan dengan klausul pooling 
licensing dan cross licensing maka tindakan administratif yang dapat 
dilakukan adalah dalam bentuk “Pembatalan Perjanjian” karena berkaitan 
dengan perjanjian yang dilarang yakni perjanjian tertutup (Pasal 15 jo 
Pasal 47 ayat (2) huruf a UU No. 5 tahun 1999). 
Keempat, selanjutnya adalah langkah “pertimbangan” untuk 
mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pelaku usaha yang melakukan 
perjanjian dengan klausul pooling licensing dan cross licensing. Maka 
haruslah dilihat dampak yang ditimbulkan secara signifikan bagi pasar, 
karena klausul ini pada dasarnya menghambat pelaku usaha lain untuk 
berkembang dan masuk ke pasar, maka klausul ini mengakibatkan 
kerugian terhadap pelaku usaha lainnya (pelaku usaha potensial). 
Sehingga, setelah dilakukan “penetapan pembatalan perjanjian”, maka 
selanjutnya adalah “penetapan ganti rugi” (Pasal 47 ayat (2) huruf f). 
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Dalam kasus, pelaku usaha melapor dengan tanpa ganti rugi maka sanksi 
yang diberikan adalah “penetapan denda” (Pasal 47  ayat (2) huruf g). 
Ganti rugi merupakan kompensasi yang harus dibayarkan oleh 
pelanggar terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan anti persaingan  
yang dilakukannya. Besar kecilnya ganti rugi ditetapkan oleh KPPU 
berdasarkan pada pembuktian kerugian senyatanya oleh pelaku usaha 
yang merasa dirugikan. Berkaitan dengan ganti rugi, dalam 
Bundeskartellamt The Berlin Conference yang diselenggarakan pada 
tahun 2015, dibahas beberapa kondisi aktual persaingan usaha yang saat 
ini berada dalam era ekonomi digital, salah satunya adalah terhadap 
proses beracara yang efisien dan penjatuhan sanksi yang efektif dalam 
rangka penegakan hukum persaingan usaha dan dihubungkan dengan 
mekanisme penegakan hukum perdata melalui gugatan ganti rugi.211 
Lebih lanjut JFTC juga baru-baru ini merilis sebuah amandemen 
"Pedoman Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual di bawah Undang-
Undang Antimonopoli tahun 2016" setelah menerima lebih dari 50 
pendapat selama konsultasi publik pada bulan Juli-Agustus tahun 2015. 
Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi masalah tentang 
bagaimana pendekatan kasus yang dilakukan oleh JFTC yang melibatkan 
ganti rugi atas paten standar yang penting dalam proses litigasi, yang 
ditinjau dari setiap situasi secara kasus per kasus, menentukan apakah 
                                                          
211 Dewan Perwakilan Rakyat, 2016, Kerangka Acuan Kunjungan Kerja Panitia Kerja 
Komisi VI DPR RI Ke Jerman Dalam Rangka Memperkuat Analisis Dalam Penyusunan 
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm.6. Diakses dari: 
http://www.dpr.go.id.pdf. (17 April 2016). 
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ada perilaku eksklusif atau pembatasan yang besar dalam kompetisi yang 
dilakukan oleh pelaku usaha.212 
Dalam hal setelah dilaksanakannya tata cara penanganan perkara 
dan terbukti secara cukup dan patut bahwa perjanjian lisensi dengan 
klausul pooling dan cross terbukti mengandung unsur kesepakatan 
eksklusif (perjanjian tertutup), maka tanpa memerlukan pembuktian lebih 
lanjut, perjanjian tertutup harus dinyatakan telah memenuhi kriteria 
pelanggaran Pasal 15213 dan menimbulkan praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat. 
Untuk lebih memudahkan dalam memahami bentuk penegakan 
hukum  dari KPPU berdasarkan UU No. 5 tahun 1999, maka penulis akan 
menggambarkannya dalam bentuk bagan: 
 
                                                          
212 American Intellectual Property Law Association, 2015, Draft AIPLA Response to 
Japan Revised Guide. Diakses dari: www.aipla.org (18 April 2016). 
213 Dalam Pedoman Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup, Op Cit, hlm. 25. 
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LAPORAN/INISIATIF 
Pasal 38 ayat (1) Jo Pasal 40 ayat (1) 
LAPORAN GANTI RUGI 
Pasal 38 ayat (2) 
PEMBUKTIAN  
PELANGGARAN 
TIDAK TERBUKTI TERBUKTI 
PEMBATALAN PERJANJIAN 
Pasal 47 ayat (2) huruf a  
PERTIMBANGAN 
KERUGIAN PELAKU USAHA 
PENETAPAN  GANTI RUGI 
Pasal 47 ayat 2 huruf f 
BAGAN 3 
Tata Cara Penanganan Perkara Secara Ringkas Berdasarkan UU No. 5 tahun 1999 
 
 
PERJANJIAN 
TERTUTUP 
KASUS PERJANJIAN LISENSI DENGAN KLAUSUL  
POOLING & CROSS 
PELAKU USAHA 
SELESAI 
PENGENAAAN DENDA 
Pasal 47 ayat 2 huruf g 
KAS NEGARA 
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 Selain diatur dalam UU No. 5 tahun 1999, Tata Cara Penanganan 
Perkara juga diatur secara rinci dalam Peraturan Komisi No. 1 tahun 2010. 
Berdasarkan Peraturan Komisi No. 1 tahun 2010, sumber 
penanganan perkara di KPPU terbagi menjadi 2, yakni laporan214 dan 
inisiatif.215 Laporan kemudian terbagi menjadi 2, ada laporan dengan 
permohonan ganti rugi216 dan tanpa ganti rugi. Apabila pelapor 
mengajukan laporan dengan permohonan ganti rugi, maka tidak ada lagi 
proses penyelidikan, sehingga penanganan perkara akan langsung 
dilanjutkan ke tahap persidangan di KPPU, di mana baik antara pelapor 
dan terlapor akan berhadapan langsung. Namun, berbeda dengan laporan 
tanpa permohonan ganti rugi, di mana pelapor harus disembunyikan 
identitasnya, sehingga KPPU akan menjadi wakil maupun bertindak 
sebagai pelapor.   
Laporan tanpa permohonan ganti rugi, dimulai dari pengajuan 
laporan. Ketika laporan masuk, maka KPPU akan mengadakan proses 
klarifikasi laporan, jangka waktu klarifikasi paling lama adalah 10 hari 
sejak diterimanya laporan. Kemudian KPPU akan melakukan penilaian, 
yang hasilnya menyatakan bahwa (a) Laporan tersebut masuk kompetensi 
absolut KPPU, (b)  Laporan tersebut sudah memenuhi syarat administrasi, 
(c) Menyatakan secara jelas telah terjadi dugaan pelanggaran UU No. 5 
tahun 1999, ataupun (d) Menghentikan proses penanganan laporan atau 
merekomendasikan kepada atasan langsung untuk dilakukan penyelidikan 
                                                          
214 Pasal 2 ayat (2) Perkom No.1 tahun 2010. 
215 Ibid, Pasal 2 ayat (4). 
216 Ibid, Pasal 2 ayat (3). 
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sesuai dengan Peraturan Komisi No.1 tahun 2010.  Apabila dalam jangka 
waktu 10 hari, KPPU melihat laporan tersebut tidak lengkap, maka laporan 
tersebut akan dikembalikan untuk dilengkapi oleh pelapor (perbaikan 
laporan). Apabila dalam jangka waktu tersebut, pelapor tidak 
melengkapinya maka laporan tersebut akan dimasukkan dalam buku 
daftar penghentian laporan (tidak akan diproses lagi). Jadi suatu saat 
apabila pelapor melaporkan hal yang sama, maka pelapor dapat 
mengajukan laporan baru apabila menemukan bukti yang lengkap. 217 
Misalnya saja ketika laporan tersebut tidak memenuhi syarat administratif, 
seperti ketidakjelasan laporan, ketidakjelasan saksi, ketidakjelasan 
kronologis kasus, dan lain-lain (dll). KPPU akan menilai bahwa pelapor 
tidak memenuhi laporan sehingga laporan tersebut akan dihentikan dan 
dimasukkan dalam buku penghentian laporan. 
Sumber perkara lain yang berasal dari KPPU adalah inisiatif tanpa 
adanya laporan.218 Inisiatif tersebut berupa kajian komisi.219 Selain 
melakukan kajian komisi, KPPU juga melakukan penelitian220, terutama 
yang berkaitan dengan adanya indikasi pelanggaran UU No. 5 tahun 
1999. Dalam hal inisiatif, misalnya KPPU melakukan kajian tentang sektor 
pangan, apabila KPPU tidak menemukan indikasi pelanggaran, maka 
kajian tersebut ditutup dan kemudian masuk dalam daftar buku 
                                                          
217 Ibid, Pasal 12-14. 
218 Ibid, Pasal 15. 
219 Ibid, Pasal 16-20. 
220 Ibid, Pasal 21-25. 
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pengawasan untuk selanjutnya tetap diawasi.221 Namun, apabila dari 
kajian tersebut ditemukan adanya indikasi pelanggaran, seperti aktivitas 
yang tidak sesuai dengan UU No. 5 tahun 1999, maka KPPU akan 
memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah agar kebijakan 
tersebut dievaluasi.  
Selain itu, apabila diduga kuat telah terjadi indikasi pelanggaran 
maka proses penanganan perkara akan langsung dilanjutkan ke proses 
penyelidikan. Proses penyelidikan dimulai dari pemanggilan dan 
permintaan keterangan pelapor, terlapor, saksi, ahli, surat dan atau 
dokumen, melakukan pemeriksaan setempat, maupun melakukan analisa 
terhadap keterangan-keterangan yang dilakukan oleh investigator222 
Jangka waktu proses penyelidikan adalah 60 hari dan dapat diperpanjang 
30 hari sesuai dengan pemeriksaan komisi dalam Rakom (Rapat Komisi). 
Jadi, dalam tata cara penanganan di KPPU, tidak ada proses penyidikan 
namun langsung ke penyelidikan. Apabila laporan hasil penyelidikan telah 
memenuhi ketentuan maka proses penyelidikan dilanjutkan ke proses 
pemberkasan. Namun, sebaliknya apabila tidak memenuhi ketentuan 
maka akan dicatat dalam daftar penghentian penyelidikan.223 
Pemberkasan ditangani oleh unit kerja yang menangani bagian 
pemberkasan, tugasnya adalah untuk menilai apakah hasil penyelidikan 
dari investigator sudah layak untuk diajukan dalam gelar laporan di depan 
komisi ataukah masih membutuhkan untuk memanggil saksi/ahli serta 
                                                          
221 Ibid, Pasal 26-28. 
222 Ibid, Pasal 31 ayat (2). 
223 Ibid, Pasal 29-38. 
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meminta dokumen. Apabila hasil penyelidikan, dugaan terhadap terlapor 
lemah maka harus dikembalikan ke investigator. Pemberkasan dilakukan 
dalam jangka waktu 14 hari untuk dinilai, apabila belum lengkap akan 
dikembalikan ke penyelidikan. Namun, apabila proses pemberkasan 
sudah lengkap maka bagian pemberkasan akan mengadakan gelar 
laporan di depan komisi. Adapun gelar laporan tersebut dilaksanakan 
dalam bentuk presentasi. Dalam presentasi tersebut, bagian pemberkasan 
akan melaporkan hasil penyelidikan di depan komisi (para komisioner).224 
Apabila komisioner menerimanya, maka diaturlah agenda Pemeriksaan 
Pendahuluan (PP).  
Pemeriksaan pendahuluan terbagi menjadi 2 yakni pemeriksaan 
biasa dan pemeriksaan laporan dengan kerugian. PP dimulai dengan 
investigator yang membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP). 
Setelah itu, dalam jangka waktu 7 hari kemudian, dilanjutkan dengan 
pemanggilan terlapor untuk memberikan jawaban/tanggapan dugaan 
pelanggaran oleh KPPU, apakah ia menerima atau menolak. Apabila 
terlapor menolak dengan berbagai alasan, maka proses penanganan 
perkara akan langsung dilanjutkan ke Pemeriksaan Lanjutan (PL).225 
Dalam proses ini, pihak-pihak yang pernah diundang di tahap penyelidikan 
seperti pelapor, terlapor, saksi, ahli dll, kemudian akan diperiksa dan 
diverifikasi keterangannya kembali. Dalam tahap ini juga memungkinkan 
                                                          
224 Ibid, Pasal 39-41. 
225 Ibid, Pasal 45-49. 
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adanya tambahan saksi/ahli untuk memperkuat ada atau tidaknya dugaan 
pelanggaran UU No. 5 tahun 1999.  
Setelah pemeriksaan lanjutan berakhir, maka agenda selanjutnya 
adalah putusan oleh majelis komisi. Majelis komisi akan mengadakan 
rapat internal (musyawarah) dalam jangka waktu 30 hari setelah proses 
pemeriksaan lanjutan berakhir. Setelah itu akan dilakukan penyampaian 
putusan kepada para pihak, majelis komisi akan membacakan putusan 
bersalah atau tidak.226 Apabila terdapat salah satu pihak yang keberatan, 
maka KPPU akan memberikan waktu selama 14 hari sesuai dengan 
Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU. Namun, apabila dalam 
jangka waktu 14 hari tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan 
keberatan ke Pengadilan Negeri (PN), maka putusan KPPU akan 
dianggap inkracht dan untuk selanjutnya akan dilaksanakan eksekusi dan 
apabila perlu dibentuk monitoring pelaksanaan putusan komisi. 227 
Dengan demikian, tata cara penanganan perkara oleh KPPU tidak 
mengenal upaya hukum banding namun istilahnya adalah keberatan. 
Keberatan di PN hanya memverifikasi terkait dengan kesesuaian tata cara 
penanganan perkara yang sebelumnya dilakukan di KPPU maupun 
kesesuaian dokumen-dokumen yang digunakan. PN juga dapat 
memerintahkan KPPU untuk melakukan pemeriksaan tambahan yang 
                                                          
226 Ibid, Pasal 58-64. 
227 Ibid, Pasal 65-66. 
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dituangkan dalam putusan sela.228 Semua dokumen yang dikumpulkan 
oleh KPPU inilah yang menjadi alat bukti di persidangan. Setelah upaya 
hukum berupa keberatan terhadap putusan PN tersebut telah selesai, dan 
masih ada pihak yang ingin melakukan keberatan maka upaya selanjutnya 
adalah kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Perkara terkait pelanggaran 
pasal-pasal dalam UU No. 5 tahun 1999 masuk ke dalam register perdata 
khusus di MA. Jangka waktu MA mengeluarkan putusan adalah 14 hari 
dan keputusan yang dikeluarkan adalah inkracht dan untuk selanjutnya 
akan dilaksanakan eksekusi dan apabila perlu dibentuk monitoring 
pelaksanaan putusan MA. 
Untuk lebih memudahkan dalam memahami bentuk penegakan 
hukum  dari KPPU berdasarkan Peraturan Komisi No. 1 tahun 2010, maka 
penulis akan menggambarkannya dalam bentuk bagan: 
 
                                                          
228 Ibid, Pasal 69. 
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SUMBER PERKARA PENYELIDIKAN PEMBERKASAN PEMERIKSAAN UPAYA HUKUM 
 
LAPORAN 
 
 
 
 
INISIATIF 
    
Buku Daftar 
Penghentian 
Laporan 
Laporan Penelitian 
Berhenti 
 Industri yang menguasai 
hajat hidup orang banyak. 
 Industri strategis, yang 
penting bagi negara. 
 Industri dengan tingkat 
konsentrasi tinggi. 
 Industri unggulan nasional 
ataupun daerah. 
 Kajian. 
 Berita Media. 
 Hasil pengawasan. 
 Laporan tidak lengkap. 
 Dengar pendapat. 
 Temuan pemeriksaan. 
 Sumber lain yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Kajian 
Komisi 
Saran & Pertimbangan 
Pemerintah & Legislatif 
Penelitian 
Pengawasan 
Buku Dalam 
Daftar 
Pengawasan 
Berhenti 
Perbaikan Laporan 
LAPORAN DENGAN PERMINTAAN  
GANTI RUGI 
dikembalikan 
Penyelidikan 
Berhenti 
Daftar 
Penghentian 
Penyelidikan 
Pemberkasan 
Gelar Laporan 
PP PL Putusan 
menerima 
Monitoring 
Putusan 
PN 
Putusan Sela 
inkracht 
Kasasi MA 
Pemeriksaan 
Tambahan 
Monitoring 
Putusan 
TABEL 1 
Tata Cara Penanganan Perkara Secara Rinci Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 tahun 2010 
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Selanjutnya, untuk lebih memahami kedudukan serta penegakan 
hukum dari klausul pooling licensing dan cross licensing, maka penulis 
telah membuat tabel perbandingan secara rinci terkait dengan pengaturan 
klausul tersebut di berbagai negara (Indonesia, Amerika Serikat, Eropa, 
dan Jepang). Tabel ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan 
oleh penulis terkait dengan penerapan klausul pooling licensing dan cross 
licensing di negara-negara tersebut.  
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No. PERBANDINGAN Hukum Persaingan Usaha di 
Indonesia 
US Antitrust Law 
(Federal Trade Commision Act)  
European  
Competition Law 
Japan  
Competition Law 
1. Aturan/Nomenklatur  Peraturan KPPU No. 2 tahun 
2009 
 Klausul Penghimpunan Lisensi 
(Pooling licensing) dan Lisensi 
Silang (Cross licensing). 
 Antitrust Guidelines for the 
Licensing of Intellectual Property 
1995 
 Cross Licensing and Pooling 
Arrangement. 
 Antitrust Enforcement and 
Intellectual Property Rights, 
Promoting Innovation and 
Competition Guidelines 2007 
 Cross Licensing Agreements 
and Patent Pooling 
Arrangements. 
 Rome Treaty 1958 
 White List, Gray List, and 
Black List. 
 
 
 European Competition 
Rules on Intellectual 
Property Licensing /The  
Technology Transfer 
Block Exemption 
Regulation (TTBER) 1996  
 Cross licensing and 
Technology pools. 
 White Clause, Gray 
Clause, and Black Clause. 
 The Antimonopoly Act 
Guidelines Concerning Joint 
Research and Development 
(R&D) 1993 
 White Clause, Gray Clause, 
and Black Clause. 
 
 Japan Guidelines For The Use 
of Intellectual Property Under 
the Antimonopoly Act 2007 
amendment 2016 
 Cross Licensing, Multiple 
Licensing, and Patent Pool 
 
 
2. Kedudukan Dapat mengakibatkan anti 
persaingan maupun pro persaingan 
pada kondisi-kondisi tertentu. 
(bergantung pada dampaknya 
terhadap suatu aktivitas bisnis). 
Dapat mengakibatkan anti persaingan 
maupun pro persaingan pada kondisi-
kondisi tertentu. 
(bergantung pada dampaknya 
terhadap suatu aktivitas bisnis). 
Restrictive clause/ Gray 
clause/list. 
Restrictive trade/Gray 
clause/Pembatasan kategori 2. 
3. Pendekatan Rule of reason,  dengan melakukan 
evaluasi terkait akibat/dampak 
perjanjian atau kegiatan usaha 
tertentu, guna menentukan apakah 
suatu perjanjian atau kegiatan 
tersebut bersifat menghambat atau 
mendukung persaingan. 
Rule of reason. Rule of reason, dengan 
menganalisis dampaknya. 
 
Rule of reason, yakni termasuk 
hambatan perdagangan yang 
tidak wajar sehingga harus dilihat 
dampaknya. Diperiksa dengan 
membandingkan berat kedua 
efek pro persaingan dan anti 
persaingan atas dasar kasus per 
kasus. (Case by case)/ (Effect 
based approach). 
 
 
4. Jenis HKI Semua  jenis HKI Mencakup HKI, umumnya Hak Paten.  Hak Paten.  Hak Paten. 
5. Dampak Positif Mengefisiensikan kegiatan usaha. Memadukan teknologi-teknologi 
pelengkap, mengurangi biaya 
transaksi, membersihkan posisi yang 
Berkontribusi terhadap 
perkembangan produksi atau 
distribusi barang. 
Dapat memecahkan masalah 
dalam hal melengkapi, setidaknya 
TABEL 2 
Perbandingan Terkait Klausul Pooling Licensing dan Cross Licensing 
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menghambat, menghindari biaya 
tuntutan pelanggaran, dan 
mempertinggi penyebaran teknologi. 
(efisiensi kegiatan). 
 
 
 
antara dua pelaku usaha, dan 
menjadi sangat pro persaingan. 
(efisiensi kegiatan). 
6 Dampak negatif  Perjanjian tertutup/exclusive 
dealing. 
 Penguasaan dominan, pelaku 
usaha tidak dapat bersaing secara 
efektif. 
Menimbulkan akibat yang membatasi 
persaingan dengan cara membangun 
hambatan-hambatan dalam 
perdagangan, melakukan kolusi 
pengaturan, mengakibatkan 
penetapan harga, pembatasan 
produksi, serta menghambat inovasi. 
Mengakibatkan praktik-praktik 
perjanjian yang tidak wajar, 
seperti perjanjian yang 
menentukan harga, kontrol, atau 
membagi pasar atau perjanjian 
yang berisi ketentuan yang 
mengikat. Selain itu, dapat 
membatasi kemampuan usaha 
untuk mengeksploitasi teknologi 
sendiri. 
 Pengaturan bersama pada harga, 
kuantitas, konsumen atau 
sejenisnya atau tidak memberikan 
lisensi kepada pelaku usaha lain 
dalam situasi dan dimana pelaku 
usaha berpartisipasi secara 
kolektif memegang pangsa pasar 
tertinggi untuk produk tertentu. 
 Mengakibatkan diskriminasi 
harga, penetapan harga, 
pembagian pasar, serta 
penyalahgunaan posisi tawar 
unggul. 
 Berkaitan dengan cross licensing 
maka dampaknya meliputi (i) 
Menghambat penggunaan 
teknologi, (ii) Membatasi lingkup 
penggunaan teknologi, 
(iii) Memberlakukan pembatasan 
dalam kaitannya dengan 
penggunaan teknologi, dan (iv) 
Memberlakukan pembatasan 
lainnya. 
7. Kasus -  FTC vs Summit Technology and 
VISX (1998) 
 FTC vs Intel Corporation (1999) 
 
European Commission vs 
Qualcomm Inc (2007-2015) 
 JFTC vs Microsoft (2004) 
 JFTC vs Qualcomm Inc (2009-
2016) 
8. Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha Indonesia 
Federal Trade Commission (FTC) European Commission (EC) Japan Fair Trade Commission 
(JFTC) 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Kedudukan pooling licensing dan cross licensing hak kekayaan 
intelektual dalam kerangka praktik monopoli dan persaingan usaha 
tidak sehat adalah sebagai restrictive clause (gray clause) yakni 
klausul yang dapat mengakibatkan anti persaingan maupun pro 
persaingan pada kondisi-kondisi tertentu (bergantung pada 
dampaknya terhadap suatu aktivitas bisnis). Dikatakan bersifat anti 
persaingan karena pada dasarnya klausul ini merupakan salah satu 
klausul atau unsur dalam perjanjian lisensi HKI yang terkait dengan 
adanya kesepakatan eksklusif (exclusive dealing). Menurut KPPU, 
istilah kesepakatan eksklusif yang dimaksud mengacu pada Pasal 15 
UU No. 5 tahun 1999 terkait dengan perjanjian tertutup yang 
mengkondisikan bahwa para pihak yang melakukan perjanjian lisensi 
yang mengandung unsur tersebut tidak akan memberikan izin atas 
HKI tersebut kepada pelaku usaha lain (di luar mitra kerja). Dengan 
demikian, pelaku usaha yang melakukan perjanjian tersebut akan 
menguasai pasar secara dominan dan menghambat pelaku usaha lain 
untuk masuk dalam pasar bersangkutan. Kemudian, dikatakan pro 
persaingan ketika klausul ini digunakan untuk mengefisiensikan 
kegiatan usaha. Sehingga, untuk menilai klausul ini adalah dengan 
melalui pendekatan rule of reason yakni dengan melakukan analisis 
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terkait dampak perjanjian atau kegiatan usaha tersebut, guna 
menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat 
menghambat atau mendukung persaingan. 
2. Bentuk penegakan hukum dari KPPU terhadap pelaku usaha yang 
melakukan pooling licensing dan cross licensing HKI yang dapat 
menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah 
diatur dalam Peraturan KPPU No. 1 tahun 2010 tentang Tata Cara 
Penanganan Perkara. Kendati pun di Indonesia, sampai saat ini KPPU 
belum pernah menerima laporan dan atau menemukan perilaku 
pelaku usaha yang melakukan perjanjian yang menggunakan klausul 
pooling licensing dan cross licensing. Namun penanganan kasus 
terhadap perjanjian yang memuat klausul tersebut dimungkinkan 
dilakukan di KPPU dan menjadi kompetensi absolut. Berkaitan 
dengan akibat hukum dari klausul tersebut yang patut diduga 
melanggar melanggar UU No. 5 tahun 1999 khususnya Pasal 15 
tentang perjanjian tertutup (exclusive dealing), maka apabila terjadi 
pelanggaran pasal tersebut, akan dilakukan pembatalan perjanjian 
(Pasal 47 ayat (2) huruf a) yang diikuti dengan penetapan ganti rugi 
(Pasal 47 ayat (2) huruf f) terhadap pelaku usaha yang dirugikan. Hal 
inipun juga berlaku di beberapa negara yang mengatur mengenai 
klausul pooling licensing dan cross licensing. 
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B. Saran 
1. Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), perlu adanya 
penjelasan yang lebih detail terkait klausul pooling licensing dan cross 
licensing dalam Pedoman KPPU yang dikategorikan sebagai salah 
satu bentuk dari kesepakatan eksklusif dengan menguraikan unsur-
unsurnya, sehingga hal ini tidak menimbulkan multitafsir baik pro 
maupun kontra terkait dengan kedudukannya sebagai salah satu 
perjanjian yang dikecualikan dalam hukum persaingan usaha. Selain 
itu, hal ini diperlukan sebagai suatu upaya preventif dari pihak KPPU 
kedepannya apabila menangani kasus perjanjian yang memuat 
klausul ini. 
2. Kepada Pemerintah terkait, perlu adanya peraturan sui generis yang 
membahas mengenai perjanjian lisensi dan klausul-klausul 
pembatasan yang terkandung di dalamnya sehingga apabila terdapat 
perjanjian lisensi yang mengandung klausul yang bersifat anti 
persaingan maka tidak boleh dikecualikan dalam hukum persaingan 
usaha. Selain itu, dibutuhkan perluasan alat-alat bukti berupa indirect 
evidence untuk penanganan kasus persaingan usaha di Indonesia. 
3. Kepada Peneliti selanjutnya, perlu adanya penelitian yang lebih lanjut 
terkait klausul pooling licensing dan cross licensing HKI ini terutama 
untuk mengupas hal-hal yang terkandung dalam klausul ini baik 
dihubungkan dengan hukum persaingan usaha maupun dengan 
hukum perlindungan konsumen. 
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